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KEMENKES. Surveilans Gizi. Pelaksaan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANAAN TEKNIS SURVEILANS GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan surveilans
gizi dalam rangka pengambilan keputusan dan
penyusunan kebijakan perbaikan gizi, perlu mengatur
pelaksanaan teknis surveilans gizi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Menetapkan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PELAKSANAAN TEKNIS SURVEILANS GIZI.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang
sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi

masyarakat dan indikator pembinaan gizi.
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Faktor Risiko adalah hal-hal yang mempengaruhi atau
berkontribusi terhadap terjadinya masalah gizi di
masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

Pengelola Program Gizi adalah unit kerja struktural atau
fungsional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
kegiatan surveilans gizi.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab untuk menyelenggarakan Surveilans Gizi secara
terpadu, berjenjang, dan berkesinambungan.
Penyelenggaraan Surveilans Gizi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Program Gizi di
Puskesmas, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota,
dinas kesehatan daerah provinsi dan kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Penyelenggaraan Surveilans Gizi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan gambaran

www.peraturan.go.id



2019, No. 699

(1)

(2)

(1)

(2)

mengenai perubahan pencapaian indikator kinerja

perbaikan gizi secara nasional dan regional.

Pasal 3
Penyelenggaraan  Surveilans  Gizi secara  teknis
dilaksanakan dengan berbasis indikator masalah gizi
dan kinerja program gizi.
Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelaksanaan teknis Surveilans Gizi juga membutuhkan
indikator lain berupa Faktor Risiko yang mempengaruhi

masalah gizi dan kinerja program gizi.

Pasal 4
Indikator masalah gizi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. persentase balita berat badan kurang;

b. persentase balita pendek;

c. persentase balita gizi kurang;

d. persentase remaja putri anemia;

e. persentase ibu hamil anemia;

f.  persentase ibu hamil risiko Kurang Energi Kronik;

dan

g. persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah.

Indikator kinerja program gizi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI Eksklusif;

b. cakupan bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI
Eksklusif;

c. cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet
Tambah Darah minimal 90 tablet selama masa
kehamilan;

d. cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik yang
mendapat makanan tambahan;

e. cakupan balita kurus yang mendapat makanan

tambahan;
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f. cakupan remaja putri (Rematri) mendapat Tablet
Tambah Darah;

g. cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD);

h. cakupan balita yang ditimbang berat badannya,;

i. cakupan balita mempunyai buku Kesehatan Ibu
Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS);

j. cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya;

k. cakupan balita ditimbang yang tidak naik berat
badannya dua kali berturut-turut;

L. cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin
A;
cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A;

n. cakupan rumah tangga mengonsumsi garam
beriodium; dan

o. cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat
perawatan.

Indikator lain berupa Faktor Risiko yang mempengaruhi

masalah gizi dan kinerja program gizi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. kemiskinan;

b. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi;

c. praktik pengasuhan anak yang kurang tepat;
dan/atau

d. konsumsi makanan bergizi yang rendah.

Pasal 5
Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilakukan dengan
tahapan:
a. pengumpulan data;
b. pengolahan dan analisis data; dan
c. diseminasi.
Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang
digunakan sebagai pedoman dalam perumusan

kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan
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(2)

program, penentuan tindakan dan pelaksanaan
intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program

gizi.

Pasal 6
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mendapatkan data
dari Posyandu, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat,
dan/atau sumber data lainnya.
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui kegiatan:
a. pemantauan pertumbuhan;
b. pelaporan kasus;
c. pelaporan data rutin;
d. survei; dan/atau

e. kegiatan lainnya.

Pasal 7
Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S5 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk
menghasilkan  informasi yang  diperlukan  dalam
mendukung program perbaikan gizi.
Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan penerapan manajemen data
melalui kegiatan sebagai berikut:
a. perekaman data;
b. validasi;
c. pengkodean;
d. alih bentuk; dan
e. pengelompokan berdasarkan tempat, waktu dan

orang.

Pasal 8

(1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf c dilakukan untuk menyebarluaskan informasi
hasil analisis data terkait program perbaikan gizi kepada

pemangku kepentingan.
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Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui kegiatan:

a. musyawarah perencanaan pembangunan;

b. lokakarya mini;

c. pertemuan lintas program/lintas sektor; dan/atau
d. forum komunikasi dan koordinasi lainnya.

Selain melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diseminasi dapat dilakukan melalui media

elektronik dan salinan cetak.

Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan teknis Surveilans Gizi,

kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengembangkan

sistem informasi gizi berbasis teknologi informasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10
Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi harus didukung
dengan tersedianya:
a. sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana; dan
c. pendanaan.
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan tenaga kesehatan yang memiliki
latar belakang pendidikan bidang gizi dan minimal
berijazah Diploma III;
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi penyediaan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk mendukung
pemanfaatan informasi gizi berbasis teknologi informasi.
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 11

Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilaksanakan sesuai

dengan Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
teknis Surveilans Gizi dilakukan oleh Menteri, kepala
dinas kesehatan daerah provinsi dan kepala dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan kualitas data dan informasi
Surveilans Gizi; dan
b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
dalam pelaksanaan teknis Surveilans Gizi.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. sosialisasi dan advokasi;
b. bimbingan teknis;
c. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia; dan/atau
d. pemantauan dan evaluasi.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN TEKNIS
SURVEILANS GIZI

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS SURVEILANS GIZI

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bertujuan
untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain
melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi,
peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai
dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015, 2016, dan 2017
menunjukkan tidak terjadi banyak perubahan prevalensi balita gizi
kurang maupun balita pendek (stunting). Pada tahun 2015, 2016 dan
2017 prevalensi balita gizi kurang (underweight) secara berturut-turut
adalah 18,8%, 17,8% dan 17,8%. Sedangkan prevalensi balita pendek
berturut-turut sebesar 29,0%, 27,5% dan 29,6%. Berdasarkan Riset
Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018, terjadi
penurunan prevalensi balita gizi kurang dari 19,6% menjadi 17,7%,
penurunan prevalensi balita pendek dari 37,2% menjadi 30.8% dan
penurunan prevalensi balita gizi kurang (wasting) dari 12,1% menjadi
10,2%. Riskesdas juga menunjukkan capaian kinerja gizi yang masih
kurang optimal seperti persentase ibu hamil yang mendapat TTD sebesar
73,2%, persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar
37,3% dan persentase balita mendapat vitamin A mencapai 82,4%.
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Dengan mengacu pada data tersebut diatas diperlukan kegiatan
perbaikan gizi masyarakat yang dimonitor dan dievaluasi melalui kegiatan
surveilans gizi, antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Masalah Gizi

Persentase balita berat badan kurang (underweight);

Persentase balita pendek (stunting);

Persentase balita gizi kurang (wasting):

Persentase remaja putri anemia;

Persentase ibu hamil anemia;

Persentase ibu hamil risiko Kurang Energi Kronik (KEK); dan
Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (berat badan
kurang dari 2500 gram).

® ™o oAan g P

2. Indikator Kinerja Program Gizi
a. Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI
Eksklusif;
b. Cakupan bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif;
Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah
TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
d. Cakupan ibu hamil Kurang Enecrgi Kronik (KEK) yang mendapat
makanan tambahan;
e. Cakupan balita kurus yang mendapat makanan tambahan;
f. Cakupan remaja putri (Rematri) mendapat Tablet Tambah Darah
(TTD) ;
g. Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini
(IMDJ);
h. Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/s);
i. Cakupan balita mempunyai buku Kesehatan Ibu Anak
(KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS);
Cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D);
Cakupan balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua
kali berturut-turut (2T/D);
Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A;
Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A;
Cakupan rumah tangga mengonsumsi garam beriodium; dan
Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

it
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Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh informasi pencapaian
kinerja perbaikan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur,
berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan
kegiatan Surveilans Gizi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat. Untuk itu diperlukan
pedoman pelaksanaan teknis Surveilans Gizi sebagai acuan bagi
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan masalah gizi
masyarakat.

B. Tujuan

Pengaturan Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi bertujuan untuk:

1. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
termasuk Pengelola Program Gizi dalam mendukung program
perbaikan gizi;

2. menata pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di berbagai tingkatan
pemerintahan; dan

3. memberikan gambaran menyeluruh mengenai pemasalahan gizi dan
capaian indikator program gizi.

C. Sasaran

Sasaran Pengaturan Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi:
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Tenaga Kesehatan;
Pengelola Program Gizi di dinas kesehatan daerah kabupaten/kota,
dinas kesehatan daerah provinsi, dan kementerian yang mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
dan

4. Pemangku kepentingan/pembuat kebijakan.
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BAB II
INDIKATOR SURVEILANS GIZI

Indikator Masalah Gizi
Indikator masalah gizi adalah indikator yang digunakan untuk menilai
besaran masalah gizi yang terjadi di satu wilayah. Indikator masalah gizi
terdiri atas:
1. Persentase Balita Berat Badan Kurang (Underweight)

a. Latar Belakang

Berat Badan Kurang merupakan masalah gizi yang bersifat

umum dapat disebabkan karena masalah kronis ataupun

akut, sehingga perlu konfirmasi lebih lanjut. Masalah Berat

Badan Kurang yang terjadi lama akan mengakibatkan

gangguan pertumbuhan pada anak. Indikator ini sebagai

indikator outcome yang bertujuan untuk mengevaluasi
dampak dari upaya program gizi yang telah dilakukan.
b. Definisi Operasional

1) Balita adalah anak yang berumur dibawah 5 tahun (0
sampai 59 bulan 29 hari).

2) Berat Badan Kurang adalah kategori status gizi
berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur
{(BB/U) dengan Z-score kurang dari -2 SD.

3) Persentase balita Berat Badan Kurang adalah jumlah
balita dengan kategori status gizi Berat Badan Kurang
terhadap jumlah seluruh balita yang ditimbang dikali
100%.

c. Ukuran Indikator
Berat Badan Kurang dinilai bukan masalah kesehatan
masyarakat apabila prevalensi dibawah 10%

Rumus:
Persentase Balita o o s ot x 100%
Underweight Jumilah balita yang ditimbang

d. Sumber data/informasi
Register penimbangan, kohort bayi, kohort balita dan anak
prasekolah.
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e. Data yang dikumpulkan

Berat badan, umur, jenis kelamin.
f.  Frekuensi Pelaporan

Setiap tahun.
g. Alat dan Bahan

Register, timbangan berat badan.
h. Mekanisme pelaporan

1) Penimbangan dilakukan pada seluruh sasaran balita di
wilayah kerja puskesmas baik di posyandu maupun di
fasilitas pendidikan anak usia dini.

2) Laporan hasil penimbangan dicatat dan dientry oleh
puskesmas untuk selanjutnya ditentukan kategori
status gizinya.

3) Menghitung persentase jumlah balita underweight

4) Apabila penimbangan tidak dapat dilakukan pada
seluruh sasaran maka indikator ini dapat diperoleh
melalui survey.

2. Persentase Balita Pendek (Stunting)
a. Latar Belakang
Balita Pendek merupakan masalah gizi yang bersifat kronis
yvang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah
kesehatan maupun di luar kesehatan dan berlangsung lama.
Balita Pendek berdampak pada gangguan kognitif dan risiko
menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa. Indikator
ini sebagai indikator outcome yang bertujuan untuk
mengevaluasi dampak dari upaya program gizi yang telah
dilakukan,
b. Definisi Operasional
1) Balita adalah anak yang berumur dibawah 5 tahun (0
sampai 59 bulan 29 hari).
2) Baduta adalah anak yang berumur dibawah 2 tahun (0
sampai 23 bulan 29 hari).
3) Pendek adalah kategori status gizi berdasarkan indeks
Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dengan z-score
kurang dari -2 SD.
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4) Persentase balita pendek adalah jumlah balita dengan
kategori status gizi pendek terhadap jumlah seluruh
balita diukur dikali 100%.

5) Persentase baduta pendek adalah jumlah baduta
dengan kategori status gizi pendek terhadap jumlah
seluruh baduta diukur dikali 100%.

Ukuran Indikator

Pendek dinilai bukan masalah kesehatan masyarakat

apabila prevalensi dibawah 20%

Rumus:
Besaiaecs _ Jumlah balita pendek r—
Balita Pendek Jumlah balita yang diukur
ormeiiane _ Jumlah baduta pendek o e
Baduta Pendek Jumlah baduta yang diukur
Sumber data/informasi

Register penimbangan, kohort bayi, kohort balita dan anak

prasekolah.

Data yang dikumpulkan

Tinggi badan, umur, jenis kelamin.

Frekuensi Pelaporan

Setiap tahun.

Alat dan Bahan

Register, alat ukur panjang/tinggi badan.

Mekanisme pelaporan

1) Pengukuran dilakukan pada seluruh sasaran balita di
wilayah kerja puskesmas baik di Posyandu maupun di
PAUD.

2) Laporan hasil pengukuran dicatat dan di entry oleh
puskesmas untuk selanjutnya ditentukan kategori
status gizinya.

3) Menghitung persentase jumlah balita pendek.

4) Apabila pengukuran tidak dapat dilakukan pada
seluruh sasaran maka indikator ini dapat diperoleh
melalui survey.
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3. Persentase Balita Gizi Kurang (Wasting)
a. Latar Belakang

Gizi kurang merupakan masalah gizi yang bersifat akut

terutama disebabkan oleh asupan yang kurang atau

penyakit infeksi. Gizi kurang berdampak pada gangguan
pertumbuhan pada anak. Indikator ini sebagai indikator
outcome yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari
upaya kinerja gizi yang telah dilakukan.

b. Definisi Operasional

1) Balita adalah anak yang berumur dibawah 5 tahun (0
sampai 59 bulan 29 hari).

2) Gizi kurang adalah kategori status gizi berdasarkan
indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)
dengan z-score kurang dari -2 SD.

3) Persentase balita gizi kurang adalah jumlah balita
dengan kategori status gizi kurang terhadap jumlah
seluruh balita diukur dikali 100%.

c¢. Ukuran Indikator
Gizi kurang dinilai bukan masalah kesehatan masyarakat
apabila prevalensi dibawah 5%.

Rumus:

Persentase Jumlah balita gizi kurang po——
Balita Gizi = x 1007
Kurang Jumlah balita diukur

d. Sumber data/informasi
Register penimbangan, kohort bayi, kohort balita dan anak
prasekolah.
e. Data yang dikumpulkan
Berat badan, panjang/tinggi badan, umur, jenis kelamin.
f.  Frekuensi Pelaporan
Data dilaporkan setiap tahun.
g. Alat dan Bahan
Register, timbangan berat badan, alat ukur panjang/tinggi
badan.
h. Mekanisme pelaporan
1) Penimbangan dan pengukuran dilakukan pada seluruh
sasaran balita di wilayah kerja Puskesmas baik di

www.peraturan.go.id



17 2019, No. 699

Posyandu maupun di fasilitas pendidikan anak usia
dini.

2) Laporan hasil penimbangan dan pengukuran dicatat
dan di entry oleh Puskesmas untuk selanjutnya
ditentukan kategori status gizinya.

3) Menghitung persentase jumlah balita gizi kurang.

4) Apabila penimbangan dan pengukuran tidak dapat
dilakukan pada seluruh sasaran maka indikator ini
dapat diperoleh melalui survey.

4. Persentase Remaja Putri Anemia
a. Latar Belakang
Anemia pada remaja putri berdampak buruk terhadap
penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar,
kebugaran dan produktivitas. Dampak yang lebih serius
akan terjadi karena mereka adalah calon ibu yang akan
hamil dan melahirkan bayi yang berisiko terhadap kematian
ibu melahirkan dan bayi lahir prematur serta BBLR. Anemia
sebagai indikator rendahnya kualitas kesehatan dan gizi.
b. Definisi Operasional
1) Remaja putri adalah remaja putri yang berusia 12-18
tahun yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat.
2) Remaja putri anemia adalah remaja putri dengan kadar
Hb kurang dari 12,0 g/dL
3) Persentase remaja putri anemia adalah jumlah remaja
putri anemia terhadap jumlah remaja putri yang
diperiksa dikali 100%.
c. Ukuran Indikator
Masalah anemia dinilai bukan masalah kesehatan
masyarakat apabila prevalensi remaja putri anemia dibawah

5%.

Rumus:

Persentase Jumlah remaja putri anemia

Remaja Putri = Jumlah remaja putri yang = x 100%
Anemia diperiksa Hb
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d. Sumber data/informasi
Register.
e. Data yang dikumpulkan
Jumlah remaja putri, jumiah remaja putri yang diperiksa,
jumlah remaja putri anemia.
f.  Frekuensi Laporan
Data dilaporkan setiap tahun dari hasil rekap setiap bulan,
sehingga angka tahunan diperoleh melalui penjumlahan
bulan Januari sampai Desember (kumulatif).
g. Alat dan Bahan
Alat tes Hb, formulir monitoring dan evaluasi.
h. Mekanisme pelaporan
1) Melakukan pengukuran Hb dan mencatat hasil
pengukuran kedalam register.
2) Mengkategorikan status anemia atau normal.
3) Menjumlahkan remaja putri dengan status anemia dan
seluruh remaja putri yang diperiksa.
4) Menghitung persentase remaja putri anemia.

5. Persentase Ibu Hamil Anemia
a. Latar Belakang
Anemia pada ibu hamil menjadi salah satu penyebab
terjadinya bayi BBLR dan pendarahan pada saat persalinan
yang berujung pada kematian ibu. Anemia sebagai indikator
rendahnya kualitas kesehatan dan gizi.
b. Definisi Operasional
1) Ibu hamil anemia adalah ibu hamil dengan kadar Hb
kurang daril1,0 g/dL
2) Persentase ibu hamil anemia adalahjumlah ibu hamil
anemia terhadap jumlah ibu hamil yang diperiksa dikali
100%.
c. Ukuran Indikator
Masalah anemia dinilai bukan masalah kesehatan
masyarakat apabila prevalensi ibu hamil anemia dibawah
3%.
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Rumus:

Persentase Jumlah ibu hamil anemia

Ibu Hamil = Jumlah ibu hamil yang x 100%
Anemia diperiksa Hb pertama kali

d. Sumber data/informasi
Kohort ibu, Buku KIA.
e. Data yang dikumpulkan
Jumlah ibu hamil, jumlah ibu hamil yang diperiksa, jumlah
ibu hamil anemia.
f.  Frekuensi Laporan
Data dilaporkan setiap tahun dari hasil rekap setiap bulan,
sehingga angka tahunan diperoleh melalui penjumlahan
bulan Januari sampai Desember (kumulatif).
g. Alat dan Bahan
Alat tes Hb, formulir monitoring dan evaluasi.
h. Mekanisme pelaporan
1) Melakukan pengukuran Hb dan mencatat hasil
pengukuran kedalam register /kohort ibu.
2) Mengkategorikan status anemia (anemia/normal)
3) Menjumlahkan ibu hamil dengan status anemia dan
seluruh ibu hamil yang diperiksa.
4) Menghitung persentase ibu hamil anemia.

6. Persentase Ibu Hamil Risiko Kurang Energi Kronik (KEK)

a. Latar Belakang
Kurang Energi Kronik adalah kurangnya asupan energi yang
berlangsung relatif lama. Keadaan KEK pada ibu hamil jika
tidak segera ditangani akan menyebabkan gangguan kesehatan
bagi ibu dan janin yang dilahirkan seperti keguguran, bayi
BBLR bahkan kematian. Sehingga wajib dilakukan pengukuran
status gizi pada ibu hamil untuk dapat menentukan tindakan
segera.

b. Definisi Operasional
1) Ibu hamil risiko KEK adalah ibu hamil dengan Lingkar

Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm.

www.peraturan.go.id



2019, No. 699 _50-

2) Persentase ibu hamil risiko KEK adalah jumlah ibu
hamil Risiko KEK terhadap jumlah ibu hamil yang
diukur LiLA dikali 100%.
c¢. Ukuran Indikator
Masalah KEK dinilai bukan masalah kesehatan masyarakat
apabila prevalensi ibu hamil risiko KEK dibawah 10%.

Rumus:

Persentase

Ibu Hamil _ Jumlah ibu hamilrisiko KEK ——
Risiko Jumlah ibu hamil yang diukur LiLA

KEK

d. Sumber data/informasi
Kohort ibu, Buku KIA.
e. Data yang dikumpulkan
Jumlah ibu hamil, jumlah ibu hamil yang diukur, jumlah
ibu hamil risiko KEK.
f.  Frekuensi Laporan
Data dilaporkan setiap tahun dari hasil rekap setiap bulan,
sehingga angka tahunan diperoleh melalui penjumlahan
bulan Januari sampai Desember (kumulatif).
g. Alat dan Bahan
Pita LiLA, formulir.
h. Mekanisme pelaporan
1) Melakukan pengukuran LIiLA dan mencatat hasil
pengukuran kedalam register /kohort ibu.
2) Mengkategorikan status risiko KEK atau normal.
3) Menjumlahkan ibu hamil dengan status risiko KEK dan
seluruh ibu hamil yang diukur.

4) Menghitung persentase ibu hamil risiko KEK.

7. Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan
kurang dari 2500 gram)
a. Latar Belakang
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan
salah satu faktor determinan terjadinya masalah pendek.
Indikator ini sebagai indikator outcome dari kondisi gizi ibu
selama kehamilan.
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b. Definisi Operasional
1) Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah
bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2500
gram.
2) Persentase BBLR adalah jumlah BBLR terhadap jumlah
bayi baru lahir hidup yang ditimbang dikali 100%.
c. Ukuran Indikator
Masalah BBLR dinilai rendah apabila persentase BBLR

dibawah target.

Rumus:

Persentase Jumlah bayi BBLR —_—
Bayi BBLR Jumlah bayi baru lahir hidup yang *

ditimbang

d. Sumber Data
Kohort bayi
e. Frekuensi Laporan
Data dilaporkan setiap tahun dari hasil rekap setiap bulan,
sehingga angka tahunan diperoleh melalui penjumlahan
bulan Januari sampai Desember (kumulatif).
f.  Alat dan Bahan
Formulir monitoring dan evaluasi.
g. Mekanisme pelaporan
1) Menimbang berat badan bayi baru lahir dan
mencatatnya kedalam registrasi/kohort bayi.
2) Mengkategorikan status berat badan bayi rendah atau
normal.
3} Menjumlahkan bayi dengan status BBLR dan seluruh
bayi yang lahir dan ditimbang.
4) Menghitung persentase bayi BBLR.

B. Indikator Kinerja Program Gizi
Indikator kinerja gizi adalah indikator yang digunakan untuk menilai
keberhasilan kinerja program gizi, yang meliputi:
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1. Cakupan Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif
a. Latar Belakang

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan memiliki banyak

manfaat bagi bayl dan ibu. Indikator ini bertujuan untuk

mengetahui  penurunan  persentase ASI  Eksklusif
berdasarkan kelompok umur sehingga dapat merencanakan
edukasi gizi pada saat yang tepat bagi ibu hamil dan
menyusui.

b. Definisi Operasional

1) Bayi usia kurang dari 6 bulan adalah seluruh bayi
umur 0 bulan 1 hari sampai 5 bulan 29 hari

2) Bayi mendapat ASI Eksklusifkurang dari 6 bulan
adalah bayi kurang dari 6 bulan yang diberi ASI saja
tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin
dan mineral berdasarkan recall 24 jam.

3) Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI
Eksklusifadalah jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang
masih mendapat ASI Eksklusifterhadap jumlah seluruh
bayi kurang dari 6 bulan yang direcall dikali 100%.

CATATAN:

Data pemberian ASI Ekskiusif dicatat dari KMS seluruh bayi usia 0
bulan 1 hari sampai 5 bulan 29 hari pada Formulir Pencatatan
Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi kurang dari 6 bulansesuai simbol
berikut:
V = bayi masih diberi ASI saja
X = bayi sudah diberi makanan/minuman lain selain AS| kecuali

obat, vitamin dan mineral
A = bayi tidak datang penimbangan
Pencatatan pada Buku KIA/KMS dilakukan setiap bulan

c. Ukuran Indikator
Kinerja dinilai baik jika persentase bayi kurang dari 6 bulan
yang mendapat ASI eksklusif sesuai target.
Rumus:

Persentase Bayi Jumlah bayi kurang dari 6 bulan masih

kurang dari 6  _ mendapat ASI Eksklusif —
Bulan Mendapat Jumlah bayi kurang dari 6 bulan 2
ASI Eksklusif yang di recall
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Sumber Data

Buku KIA/KMS Balita, kohort bayi, Register Posyandu, Form

ASI Eksklusif, Pencatatan dan pelaporan RS/klinik/praktek

swasta.

Frekuensi Laporan

Setiap enam bulan (Februari dan Agustus).

Cakupan tahunan menggunakan penjumlahan bulan

Februari dan Agustus.

Alat dan Bahan

Buku KIA/KMS balita, register bayi, formulir pelaporan.

Mekanisme Pelaporan

1) Mencatat hasil recall ASI Eksklusif kedalam KMS setiap
bulan.

2) Mencatat KMS masing-masing balita umur kurang dari
6 bulan kedalam register posyandu setiap bulan
Februari dan Agustus.

3) Merekap jumlah bayi dan kategori pemberian ASI (ASI
Eksklusif/Tidak ASI Ekskusif) berdasarkan kelompok
umur 0 sampai 5 bulan.

4) Menghitung persentase bayi kurang dari 6 bulan
mendapat ASI Eksklusif.

Langkah-Langkah Perhitungan Cakupan Pemberian ASI

Eksklusif Pada Bayi Kurang dari 6 Bulan

1) Siapkan Kartu Menuju Sehat (KMS) balita dan hitung
umur bayi pada saat penimbangan bulanan. Umur bayi
dihitung berdasarkan bulan penuh artinya umur
dihitung 1 bulan apabila telah genap 30 hari.

Contoh:

a) Umur 25 hari = 0 bulan
b) Umur ! bulan 29 hari = 1 bulan
c) Umur 2 bulan 30 hari = 3 bulan

Cara penghitungan umur anak:

e  Tulis tanggal lahir bayi, dalam format: tanggal-bulan-
tahun, misalnya: 5-4-2010.

e  Tulis tanggal kunjungan, misalnya: 19-9-2010.

« Kaidah perhitungan umur anak adalah dalam bulan
penuh. Pengertian bulan penuh adalah bila kelebihan
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umur anak belum genap 30 hari, maka kelebihan hari
diabaikan. Sebagai contoh bila umur anak 5 bulan 29
hari, maka umur anak adalah 5 bulan.

e Hitung umur bayi dengan mengurangi tanggal
kunjungan dengan tanggal lahir.

Contoh 1:
Tanggal 19 09 2010
kunjungan
Tanggal 05 04 2010
lahir

14 05 0

Jadi umur anak adalah 5 bulan 14 hari atau 5 bulan
(menurut kaidah hitungan bulan penuh)

Contoh 2:
Tanggal 05 04 2010
kunjungan
Tanggal 19 09 2009
lahir

-14 -5 1

Jadi umur anak adalah 1 tahun kurang 5 bulan kurang
14 hari atau 7 bulan kurang 14 hari atau 6 bulan
{menurut kaidah hitungan bulan penuh)

2) Tanyakan ibu bayi apakah bayi sehari sebelumnya sudah
diberikan makanan/minuman lain kecuali obat, vitamin dan
mineral, kemudian catat jawaban ibu ke dalam KMS balita
pada kolom Pemberian ASI Eksklusif 0,1,2,3,4.5 bulan
dengan memberikan tanda-tanda notasi atau simbol berikut:
v = bayi masih diberi ASI saja
X = bayi sudah diberi makanan/minuman lain selain ASI

kecuali obat, vitamin dan mineral
A = bayi tidak datang penimbangan
N = jumlah sasaran bayi kurang dari 6 bulan (V + X + A)
n = jumlah bayi yang datang dan di recall (V + X)
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Gambar 1:
Catatan ASI Eksklusif pada KMS

Pindahkan catatan informasi ASI pada KMS sesuai dengan
kode-kode atau simbol yang telah diisi ke dalam register
bayi. Hal ini dilakukan setiap bulan pada saat bayi
berkunjung ke Posyandu. Berdasarkan register bayi, pada
kunjungan terakhir (Februari atau Agustus) hitung jumlah
untuk masing-masing kode-kode atau simbol sebagai
berikut:

Nama Umur Bayi (Bulan)

Anak 0 1 2 3 4 5
Raihan v A v X X X
Igbal N X X X X X
Milea v v v
Veronica| v v v v v
Arsy v A
Gaby - - - - v

Tabel 1:

Tabel Registrasi Pencatatan Pemberian ASI Eksklusif
Bayi Umur Kurang dari 6 Bulan di Posyandu Mawar

Dari tabel 1 diatas diketahui pada kunjungan terakhir
(Februari atau Agustus). Jumlah bayi antara 0 sampai 5
bulan 29 hari ada 6 bayi. Saat dilakukan recall pada bulan
Februari/Agustus, diperoleh rincian sebagai berikut:
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e Jumlah masih diberi ASI (V) = 3 bayi (Milea, Veronica
dan Gaby)

e  Jumlah tidak diberi ASI (X) = 2 bayi (Raihan dan Igbal)

e Jumlah yang di recall pada bulan ini (A) = 1 bayi (Arsy)

e  Jumlah seluruh bayi (N = ¥+ X + A) = 6 orang

e  Jumlah seluruh bayi di recall (n = ¥ + X} = 5 orang

4) Bidan di desa merekapitulasi jumlah masing-masing kode
atau simbol V dan n pada kunjungan terakhir (Februari atau
Agustus) berdasarkan masing-masing kelompok umur di
Posyandu ke dalam formulir rekapitulasi di desa/kelurahan.
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Tabel >
Tubel Relapitulant Pombertan ASTEkaklusil Pada Bayl Kurang dart 6 Bulan di Dess

Provinal L DD Jakanus

Katwiparen /Kuta kAt Baras Fudan Fetirunn
Tunkrames / Kecamatan Qrgel Petamsrn Tuhun 087
Desa/ Kehurubat : Oregpl

£

oo ulnlel F

i,

..v-uqu'

.-—..‘I

'.-cubln('

Bin|(wivivin? e

Sl lvivim]s |

S ESES

Si=|E|ejwlc]a
400 O E O T B

v
2
2
4
s
s
-

Blej~jeinin|s
{3 3 8 PO (%) 12

Berdumian cootoh dutes, nnka

E HIL R I G R T
E glvleiBleials

adadah = v/ m ‘100

L hursng dan O
Redoogeth umur 0 tadan = (2873647100 « 77805
hemngek umr | iadas = (2837100 = L
hetungek e 3 batlam = (237350100 - 71 4%
Reirgael e 3 balas = (22/401°100 = A7 8N
Erfumpok ummnr & telan = [ 1A/40§"100 = 50 0
Serdarmgek e 3 tealas = (14/3717100 = 37 0%

31 Tenaga Pelahvana Gin (TPG] Pusiosmas mers Kaganilasl fumbahl kode atan sinbied v (vekdet| Gan n pade it dart
dewa [ heturatan ke dadam fommlts rekapticias d) Faskessuas

Tabel 3
Contoh Rekapltulas Pemberian ASE Ekakiunl Pada Bayl Kursng dart 6 Bulan di Puskessmas
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Berdasarkan contoh diatas, maka p pemb AS? Eksklusif loarang dart 6 bulan adalaly = (v / n) *100

o leelompaok umur O bulan = (1227 160§*100 = 76,3%
o kelompok umur | bulan = (128/ 183)* 100 = 69.9%
o kelompaok tsmur 3 bulan = (127 / 184)* 100 = 6340
o kelompok umur 3 bulan = [99/168)* 100 = 58,9%
o kelompak umur 4 balan = (84/167)4100 = 50 3%
o kedompak tmur 5 bulan * (097 101)*100 = 42 9%
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Gambar 2:

Grafik Analisis ASI Eksklusif

di Puskesmas Grogol Petamburan

e  Diketahui jumlah balita di Puskesmas Grogol Petamburan
sebanyak 1161 balita dan yang ditimbang pada bulan
Februari sebanyak 1023 balita.

e Dari balita yang ada wilayah kerja Puskesmas Grogol
Petamburan hanya ada 88,1% yang melakukan
pemantauan pertumbuhan pada bulan Februari. Rerata
bayi umur kurang dari 6 bulan yang masih diberi ASI saja
dalam 24 jam terakhir sebanyak 61,5%.

e Jika diamati berdasarkan kelompok umur, pemberian ASI
mulai menurun pada kelompok umur 3 bulan, hal ini
disebabkan karena banyaknya ibu yang berkerja di wilayah
puskesmas Grogol Petamburan. Ibu mulai bekerja sejak
anaknya memasuki umur 3 bulan, karena ibu bekerja
hanya diberikan cuti selama 3 bulan

¢ Rekomendasi: Mengedukasi ibu sejak hamil dan selama
masa cuti tentang pentingnya ASI Eksklusif, penggunan
ASI perah dengan melibatkan peran keluarga.

6) Petugas kabupaten/kota merekapitulasi dan menghitung
persentase pemberian ASI Eksklusif kurang dari 6 bulan
setiap 6 bulan sekali bersamaan dengan bulan vitamin A
pada bulan Februari dan Agustus.
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Tabel 4
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Berdasarkan contoh diatas, maka persentase pemberian AS! Eksldustf kurang dart 6 bulan adalah = (v / n) *100
o kefompaok unmur O bulan = 83.8%
o kelompak umsur | bulan = 74,7
o kelompok umur 2 bulan = 67,4%
¢ kelfompak umur 3 balan = 01,7%
kedompok wimur 4 bulan = 52,0
kedompak wnar 3 balan * 41,9%
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Contoh Analisis ASI Eksklusif di Kota Jakarta Barat sebagai berikut:

Persentase Bayi Kurang dari 6 Bulan di Berikan AS| Eksklusif
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Gambar 3:
Analisis ASI Eksklusif di Kota Jakarta Barat

e  Diketahui jumlah balita di Kota Jakarta Barat sebanyak
5598 balita dan yang ditimbang pada bulan Februari
sebanyak 4891 balita.

e Dari balita yang ada wilayah kerja Dinkes Kota Jakarta
Barat hanya ada 87,4% yang melakukan pemantauan
pertumbuhan pada bulan Februari. Rerata bayi umur
kurang dari 6 bulan yang masih diberi ASI saja dalam
24 jam terakhir sebanyak 63,8%.

e  Pemberian ASI mulai menurun sejak kelompok umur 2
bulan, hal ini disebabkan karena banyaknya ibu yang
bekerja dan beberapa klinik bersalin masih ada yang
bekerja sama dengan produsen susu formula.

*» Rekomendasi: Menetapkan Perda ASI
7) Hasil rekapitulasi di kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan ke

provinsi dan pusat pada saat yang bersamaan pada bulan
Februari dan Agustus.
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Tabel 5
Contoh Rekopitulast Pesnberian AST Exskiuadf pada Bayl Kurnng dan 6 Bulan di Kabupaten /Kot
Prowinsl DK Jnkoarts
Kabrpaten / Kota Jokarta Rarue
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2. Cakupan Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif
a. Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian
Air Susu Ibu Eksklusif mengamanatkan bahwa setiap ibu yang
melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang
dilahirkannya selama enam bulan pertama agar mencapai
pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang optimal,
selanjutnya, mereka harus memberi makanan pendamping yang
bergizi dan terus menyusui hingga bayi berusia dua tahun atau
lebih.
b. Definisi Operasional
1) Bayi usia 6 bulan adalah seluruh bayi yang telah mencapai
umur 5 bulan 29 hari
2) Bayi mendapat ASI Eksklusif 6 bulan adalah bayi sampai
usia 6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan
lain kecuali obat, vitamin dan mineral sejak lahir
3) Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif adalah
jumlah bayi mencapai usia 5 bulan 29 hari mendapat ASI
Eksklusif 6 bulan terhadap jumlah seluruh bayi mencapai
usia 5 bulan 29 hari dikali 100%.
c. Ukuran Indikator
Kinerja dinilai baik jika persentase bayi usia 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif sesuai target.

Rumus:

iPersentase Bayi Jumlah bayi telah mencapai usia 5 bulan

Usia 6 Bulan  _ 29 hari mendapat ASI Eksklusif x 100%
mendapat ASI Jumlah bayi telah mencapai 5 bulan 29
Eksklusif hari

d. Sumber Data
Buku KIA/KMS Balita, kohort bayi, Register Posyandu, Form ASI
Eksklusif, Pencatatan dan pelaporan RS /klinik/praktek swasta
e. Frekuensi Laporan
Data dilaporkan setiap bulan, angka cakupan tahunan diperoleh
melalui penjumlahan bulan Januari sampai Desember (kumulatif)
f.  Alat dan Bahan
Buku KIA/KMS balita, register bayi, formulir pelaporan
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g. Mekanisme pelaporan

1) Mencatat hasil recall ASI Eksklusif ke dalam KMS setiap
bulan

2) Mencatat KMS masing-masing balita kedalam register
posyandu

3) Merekap jumlah bayi yang mencapai usia 6 bulan 0 hari
atau lebih dengan kategori pemberian ASI (ASI
Eksklusif/Tidak ASI Eksklusif)

4) Menghitung persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI
Eksklusif

Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal
90 Tablet Selama Masa Kehamilan
a. Latar Belakang
Pemberian TTD merupakan satu intervensi untuk mencegah
terjadinya anemia pada ibu selama proses kehamilan. Sebaiknya
ibu hamil mulai mengonsumsi TTD sejak konsepsi sampai akhir
trimester III. Indikator ini sebagai evaluasi kinerja apakah TTD
sudah diberikan kepada seluruh sasaran.
b. Definisi Operasional
1) TTD adalah tablet yang sekurangnya mengandung zat besi
setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat
yang disediakan oleh pemerintah maupun diperoleh sendiri.
2) Ibu hamil mendapat 90 TTD adalah jumlah ibu hamil yang
selama kehamilan mendapat minimal 90 TTD terhadap
jumlah sasaran ibu hamil dikali 100%.
c. Ukuran Indikator
Kinerja dinilai baik jika persentase ibu selama hamil mendapat 90
TTD sesuai target.

Rumus:

Jumlah ibu hamil yang mendapat
Persentase Ibu Hamil minimal 90 TTD

Mendapat 90 TTD 100%
o e Jumlah ibu hamil %

d. Sumber data
Kohort Ibu, Buku KIA
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Frekuensi laporan

Data dilaporkan setiap bulan, angka cakupan tahunan diperoleh

melalui penjumlahan bulan Januari sampai Desember (kumulatif)

Alat dan Bahan

Formulir monitoring bulanan ibu selama hamil dan jumlah TTD

yang diterima dan formulir pelaporan

Mekanisme pelaporan

1) Mencatat jumlah TTD yang diberikan kepada ibu setiap kali
melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan kedalam
kohort

2) Merekap jumiah ibu hamil dengan usia kehamilan akhir
trimester III

3) Merekap jumlah ibu hamil dengan usia kehamilan akhir
trimester III yang sudah mendapatkan TTD minimal 90 tablet

4) Menghitung persentase ibu hamil yang mendapat TTD
minimal 90 tablet

Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan
Tambahan

a.

Latar belakang

Ibu hamil di Indonesia masih mengalami defisit asupan energi

dan protein. Berdasarkan hal tersebut pemberian makanan

tambahan bagi ibu hamil sangat diperlukan untuk mencegah bayi
dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Definisi Operasional

1) Ibu hamil KEK adalah Ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas
(LiLA) kurang dari 23,5 cm

2) Makanan Tambahan adalah makanan yang dikonsumsi
sebagai tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama
dalam bentuk makanan tambahan pabrikan atau makanan
tambahan bahan pangan lokal.

3) Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan
adalah jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan
tambahan terhadap jumlah ibu hamil KEK yang ada dikali
100%.
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c. Ukuran Indikator
Kinerja dinilai baik jika presentase ibu hamil KEK mendapat
makanan tambahan sesuai target.
Rumus:
Jumlah ibu hamil KEK yang
mendapat makanan tambahan
Jumlah sasaran ibu hamil KEK

yang ada

Persentase Ibu Hamil
KEK mendapat
makanan tambahan

x 100%

d. Sumber data
Kohort Ibu, Buku KIA
e. Frekuensi laporan
Data dilaporkan setiap bulan, angka cakupan tahunan diperoleh
melalui penjumlahan bulan Januari sampai Desember (kumulatif)
f.  Alat dan Bahan
Pedoman pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK,
formulir pencatatan pemberian makanan tambahan Ibu hamil
KEK, pita LiLA, timbangan berat badan
g. Mekanisme pelaporan
1) Melakukan pemeriksaan LiLA ibu hamil dan mencatat hasil
pengukuran kedalam kohort ibu
2) Merekap jumlah ibu hamil yang diperiksa LILA dan
menentukan kategori LILA (KEK/Normal)
3) Merekap pemberian PMT pada ibu hamil dengan kategori
KEK
4) Menghitung persentase ibu hamil KEK yang mendapat MT

5. Cakupan Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan
a. Latar Belakang

Di banyak negara, kurang dari seperempat anak balita usia 6-23
bulan dengan frekuensi makan dan kriteria keragaman
makanannya sesuai untuk usianya. Berdasarkan data Survei Diet
Total (SDT) tahun 2014 diketahui bahwa lebih dari separuh balita
(55,7%) mempunyai asupan energi yang kurang dari Angka
Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan. Pemberian makanan
tambahan khususnya bagi kelompok rawan merupakan salah
satu strategi suplementasi dalam mengatasi masalah gizi.
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b. Definisi Operasional

1) Balita kurus adalah anak usia 6 bulan 0 hari sampai dengan
59 bulan 29 hari dengan status gizi kurus (BB/PB atau
BB/TB -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD).

2) Makanan Tambahan adalah makanan yang dikonsumsi
sebagai tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama
dalam bentuk makanan tambahan pabrikan atau makanan
tambahan bahan pangan local.

3) Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan
adalah jumlah balita kurus yang mendapat makanan
tambahan terhadap jumlah balita kurus dikali 100%.

c. Ukuran Indikator

Kinerja dinilai baik jika presentase balita kurus yang mendapat

makanan tambahan sesuai target.

Rumus:
Jumlah balita kurus yang
Persentase Balita
mendapat makanan tambahan
Kurus mendapat o x 100%

e T Jumlah seluruh balita kurus

d. Sumber data
Laporan bulanan Puskesmas
e. Frekuensi laporan
Setiap bulan
f.  Alat dan Bahan
Formulir register balita, kohort bayi, kohort balita dan anak
prasekolah, alat ukur panjang/tinggi badan, timbangan berat
badan
g. Mekanisme pelaporan
1) Melakukan pemantauan pertumbuhan dan mencatat hasil
pengukuran kedalam register
2) Menentukan kategori status gizi berdasarkan indeks BB/TB
(Sangat Kurus/Kurus /Normal /Gemuk)
3) Menghitung jumlah balita kurus
4) Merekap pemberian makanan tambahan pada balita kurus
5) Menghitung persentase balita kurus yang mendapat
makanan tambahan
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6. Cakupan Remaja Putri (Rematri) mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
a. Latar Belakang
Prevalensi anemia di Indonesia pada perempuan usia 15 tahun
keatas sebesar 22,7%. Remaja putri anemia akan mengalami
gangguan kehamilan jika tidak segera ditangani. Pemberian TTD
pada rematri usia 12-18 tahun sebagai upaya pencegahan anemia
sejak dini. Pemberian TTD rematri yang diikuti dengan KIE gizi
dan kesehatan diharapkan akan memperbaiki masalah-masalah
pada periode berikutnya. Perlu dilakukan monitoring pemberian

TTD, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan TTD pada remaja

putri. Dalam kegiatan ini, diasumsikan seluruh remaja putri

wajib sekolah.
b. Definisi Operasional

1) Remaja Putri adalah remaja putri yang berusia 12-18 tahun
yang bersekolah di SMP/SMA atau sederajat

2) TTD adalah tablet yang sekurangnya mengandung zat besi
setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat
yang disediakan oleh pemerintah maupun diperoleh secara
mandiri

3) Remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri
yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu sebanyak 1
tablet.

4) Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah
remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu
terhadap jumlah remaja putri yang ada dikali 100%.

c. Ukuran Indikator

Kinerja dinilai baik jika presentase remaja putri mendapat dan

mengkonsumsi TTD sesuai target

Rumus:
SrINeiann Jumlah remaja putri mendapat TTD
Remaja Putri -
= Jumlah seluruh remaja putri 12-18  x 100%
mendapat
TTD tahun di sekolah

d. Sumber data
Laporan UKS
e. Frekuensi laporan
Setiap triwulan (3 bulanan)
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f.  Alat dan Bahan
1) Formulir monitoringdanevaluasi
2) TTD (program atau mandiri)

g. Mekanisme pelaporan

1) Siswi mencatat TTD yang didapat di sekolah maupun
diperoleh secara mandiri melalui kartu suplementasi remaja
putri

2) Merekap jumlah TTD yang diterima dan diminum (angka 1)
serta jumlah minggu yang dilalui siswi sejak bersekolah
ditempat tersebut atau memasuki wusia 12 tahun
berdasarkan formulir pemantauan program TTD rematri

3) Menghitung persentase jumlah tablet yang diterima terhadap
jumlah minggu yang dilalui dan persentase jumlah tablet
yang diminum terhadap jumlah minggu yang dilalui
Perhitungan ini dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)

4) Menentukan kategori persentase rematri menerima TTD dan
persentase rematri minum TTD terhadap seluruh remaja
putri yang ada/terdaftar disekolah tersebut

5) Laporan tahunan menggunakan laporan triwulan ke 4
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Tabel 6:

Contoh Formulir Pemantauan Program TTD Remaja Putri di Sekolah
Triwulan 1 Tahun 2017

Keterangan

e Isilah kolom T dan M dengan angka 0 atau 1
e T:Terima TTD

. M: Minum TTD

www.peraturan.go.id



-39-

2019, No.

e Kolom T diisi angka satu (1) Jika terima TTD dan angka nol (0) Jika
tidak terima TTD
. Kolom M diisi angka satu (1) Jika minum TTD dan angka nol (0) Jika
tidak minum TTD

e  Kolom Jumlah minggu yang dilalui diisi dengan jumlah minggu yang

dilalui remaja putri umur 12-18 tahun pada triwulan tersebut

TW 1 TW 1 V"_ll
Jamish aTmo NTI0 Jurmiae L aTm
mengpe Sarrtas TTD | @ Totman @ M L1 Jumish TTD | @ Te @ AMSnum
bt haaamn o) - yorgduotet| S terimn | Dolom [T TTD) n.-a:. m'::u & Tarima nu: bl VRO
enttmeuat | | siom | M e fastsemet | m | paousem | F M| a2 oiom
Marwt (9)*100%) 420y Jumt (W) "200%) (W) *300%)
o @ = 5 = o) o oo 1 (2 I
;an- 13 3 100 0 13 1000
2 [Nims 13 ] aLs 13 wl
3 |bw 13 n ll_nll l_ﬂ MO
& |Cars 12 3 [ '8 ] i s
3 [Falant » n 100 0 12 )
13 Il:l ] ] l[_l!ﬂ a 1000
T |Dhan 3 3 300 0 3 1000
B |Seha 13 . w2 K L
¥ |Nu 13 ¢ 1 Ba B l:l 0
_lﬂ_'ﬂ'.l 13 L] aLs a e
Tabel 7:
Contoh Formulir 1 Pemantauan Program TTD Remaja Putri
di Puskesmas Triwulan 1 Tahun 2017
Keterangan:

. Kolom Jumlah minggu yang dilalui diisi dengan jumlah minggu yang

dilalui remaja putri umur 12-18 tahun pada Triwulan tersebut

¢ Kolom Persentase TTD diterima (%) diisi dengan persentase jumlah tablet

diterima terhadap jumlah minggu

. Kolom Persentase TTD diminum (%) diisi dengan persentase jumlah tablet

diminum terhadap jumlah minggu
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Tabel 8:
Contoh Formulir 2 Pemantauan Program TTD Remaja Putri

di Puskesmas Triwulan 1 Tahun 2017
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Keterangan:

Kolom kategori persentase (<50%, 51-80%, 81-99%, =2100%) diisi
dengan jumlah rematri umur 12-18 tahun yang masuk kategori
tersebut berdasarkan form 1 Puskesmas

Intepretasi laporan hasil pemantauan remaja putri yang menerima

TTD sebagai berikut:

e Persentase rematri yang menerima TTD sebanyak <50% tablet
dari yang seharusnya mereka dapat adalah 7,4%(115/1550 X
100%).

e  Persentase rematri yang menerima TTD sebanyak 51-80% tablet
dari yang seharusnya mereka dapat adalah 51,0% (115/1550X
100%).

e  Persentase rematri yang menerima TTD sebanyak 81-99 % tablet
dari yang seharusnya mereka dapat adalah 31,9%(790/1550X
100%).

e Persentase rematri yang menerima TTD sebanyak =100% tablet
dari yang seharusnya mereka dapat adalah 9,7%(150/1550 X
100%)

Intepretasi laporan hasil pemantauan remaja putri yang minum TTD

sebagai berikut:

e  Persentase rematri yang minum TTD sebanyak <50% tablet dari
yang seharusnya mereka minum adalah 29,7% (460/1550 X
100%).

e  Persentase rematri yang minum TTD sebanyak 51-80% tablet dari
yang seharusnya mereka minum adalah 47,7% (740/1550 X
100%).

e  Persentase rematri yang minum TTD sebanyak 81-99% tablet dari
yang seharusnya mereka minum adalah 12,3% (190/1550 X
100%).

e  Persentase rematri yang minum TTD sebanyak =100% tablet dari
yang seharusnya mereka minum adalah 10,3% (160/1550 X
100%).
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7. Cakupan Bayi Baru Lahir yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
a. Latar Belakang
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dalam waktu 1 jam setelah kelahiran,
melindungi bayi yang baru lahir dari tertular infeksi dan
mengurangi angka kematian bayi baru lahir. IMD merupakan
salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan pada ibu
hamil.
b. Definisi Operasional
1) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses menyusu dimulai
segera setelah lahir. IMD dilakukan dengan cara kontak kulit
ke kulit antara bayi dengan ibunya segera setelah lahir dan
berlangsung minimal 1 {satu) jam
2) Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD adalah
jumlah bayi baru lahir hidup yang mendapat IMD terhadap
jumlah bayi baru lahir hidup dikali 100%.
c. Ukuran Indikator
Kinerja dinilai baik jika persentase bayi baru lahir yang mendapat
IMDsesuai dengantarget

Rumus:
Jumlah bayi baru lahir hidup
Persentase yang mendapat IMD
Jumlah bayi baru lahir = 100%
umlah bayi Jumlah seluruh bayi baru lahir |
yang mendapat IMD hidup

d. Sumber data
Buku KIA, Kohort Bayi, Laporan IMD RS, Puskesmas rawat inap
Bidan Praktik Mandiri
e, Frekuensi laporan
Setiap bulan
f.  Alat dan Bahan
Selimut dan topi bayi, kohort ibu, formulir pelaporan IMD
g. Mekanisme pelaporan
1) Mencatat seluruh bayi baru lahir dan menentukan kategori
IMD atau tidak IMD ke dalam kohort bayi
2) Merekap jumlah bayi baru lahir dan kategori IMD
3) Menghitung persentase bayi baru lahir hidup melakukan
IMD terhadap jumlah bayi baru lahir hidup yang ada.
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8. Cakupan Balita Yang Ditimbang Berat Badannya (D/S)

a. Latar Belakang
Balita yang ditimbang berat badannya menggambarkan tingkat
keberlangsungan pemantauan pertumbuhan sebagai bentuk
partisipasi masyarakat sekaligus menilai kinerja tenaga
kesehatan dalam mengedukasi masyarakat untuk melakukan
pemantauan pertumbuhan

b. Definisi Operasional
1) Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59

bulan 29 hari)

2) S Balita adalah jumlah seluruh sasaran (S) balita yang ada di
suatu wilayah.

3) D Balitaadalah jumlah balita yang ditimbang (D) di suatu
wilayah.

4) Persentase D/S adalah jumlah balita yang ditimbang
terhadap balita yang ada dikali 100%.
c. Ukuran Indikator
Kinerja penimbangan balita yang ditimbang berat badannya
dinilai baik bila persentase D/S setiap bulannya sesuai target
Rumus:
e Jumlah balita ditimbang di suatu wilayah

Balita - x 100%
dsttmbaig Jumlah Balita yang ada

d. Sumber data
Sistem Informasi Posyandu (SIP), register penimbangan, Buku
KIA/KMS balita
e. Frekuensi laporan
Setiap bulan
f.  Alat dan Bahan
Timbangan berat badan, buku KIA, kohort bayi, kohort balita dan
anak prasekolah, formulir SIP
g. Mekanisme pelaporan
1) Mencatat seluruh sasaran balita yang ada di satu wilayah
2) Mencatat hasil penimbangan kedalam buku KIA/KMS,
register, kohort bayi, kohort balita dan anak prasekolah
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3) Hasil penimbangan anak di Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) atau tempat penimbangan lainnya dicatat di
Posyandu asal atau Posyandu dimana PAUD berada.

4) Merekap jumlah balita yang melakukan penimbangan

5) Menghitung persentase balita yang melakukan penimbangan
terhadap jumlah balita yang ada.

Cakupan Balita mempunyai Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/Kartu
Menuju Sehat (KMS);

a.

Latar Belakang

KMS digunakan sebagai media untuk merekam pemantauan

pertumbuhan anak. Sebaiknya seluruh balita mempunyai KMS

didalam buku KIA agar dapat terus diikuti pertumbuhannya dari
waktu ke waktu.

Definisi Operasional

1) Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59
bulan 29 hari).

2) Buku KIA adalah buku yang berisi catatan kesehatan ibu
(hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi
dan anak balita) serta berbagai informasi cara memelihara
dan merawat kesehatan ibu serta grafik pertumbuhan anak
yvang dapat dipantau setiap bulan.

3) Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah kartu yang memuat kurva
pertumbuhan  normal anak  berdasarkan  indeks
antropometri berat badan menurut umur yang dibedakan
berdasarkan jenis kelamin. KMS digunakan untuk mencatat
berat badan, memantau pertumbuhan balita setiap bulan
dan sebagai media penyuluhan gizi dan kesehatan,

4) Persentase balita mempunyai Buku KIA/KMS adalah jumlah
balita mempunyai Buku KIA/KMS terhadap jumlah balita
yvang ada dikali 100%.

Ukuran Indikator

Kinerja dinilai baik jika persentase balita mempunyai Buku

KIA/KMS sesuai dengan target.
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Rumus:

Persentase Balita
Jumlah balita mempunyai buku KIA/KMS
mempunyai buku = x 100%
Jumlah seluruh balita yang ada
KIA/KMS

d. Sumber data
Sistem Informasi Posyandu (SIP), register penimbangan dan lain-
lain.
e, Frekuensi laporan
Setiap bulan
f.  Alat dan Bahan
Formulir monitoringdanevaluasi
g. Mekanisme pelaporan
1) Mencatat seluruh sasaran balita yang ada di satu wilayah
2) Mencatat balita yag tidak memiliki buku KIA/KMS
3) Merekap jumlah balita yang memiliki buku KIA /KMS
4) Menghitung persentase balita yang mempunyai buku
KIA/KMS terhadap jumlah balita yang ada.

10. Cakupan Balita ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D)
a. Latar Belakang

Pemantauan pertumbuhan yang dilakukan setiap bulan dapat

memberikan gambaran tingkat keberhasilan program dalam

kegiatan upaya perbaikan gizi masyarakat di posyandu melalui
informasi persentase balita yang naik berat badannya.
b. Definisi Operasional

1) Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59
bulan 29 hari)

2) Balita ditimbang (D) adalahanakumur0-59 bulan 29 hari
yang ditimbang.

3) Berat badan naik (N) adalah hasil penimbangan berat badan
dengan grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan
atau kenaikan berat badan sama dengan kenaikan berat
badan minimum atau lebih. Kenaikan berat badan
ditentukan dengan membandingan hasil penimbangan bulan
ini dengan bulan lalu.
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4) Balita tidak ditimbang bulan lalu (O) adalah balita yang tidak
memiliki catatan hasil penimbangan bulan lalu

5) Balita baru (B) adalah balita yang baru datang ke posyandu
dan tidak terdaftar sebelumnya.

6) Persentase balita ditimbang yang naik berat badannya
adalah jumlah balita yang naik berat berat badannya
terhadap jumlah balita yang ditimbang dikurangi balita tidak
ditimbang bulan lalu dan balita baru dikali 100%.

c. Ukuran Indikator

Kinerja dinilai baik jika persentase balita ditimbang yang naik

berat badannya sesuai dengantarget.

Rumus:
Persentase
balita tidak Jumlah balita naik berat badannya
naik Berat } Jumlah seluruh balita yang ditimbang — (balita i
badannya tidak ditimbang bulan lalu + balita baru)

d. Sumber Data
Sistem Informasi Posyandu (SIP), register penimbangan, kohort
bayi, kohort balita dan anak prasekolah, buku KIA/KMS
e. Frekuensi Laporan
Setiapbulan
f.  Alat dan Bahan
Formulir monitoring dan evaluasi
g. Mekanisme pelaporan
1) Mencatat seluruh sasaran balita yang ditimbang dan balita
yang naik berat badannya dibandingkan dengan
penimbangan bulan lalu
2) Mencatat jumlah balita baru dan balita yang tidak ditimbang
bulan lalu
3) Menghitung jumlah balita yang ditimbang bulan ini
dikurangi dengan balita baru dan balita yang tidak
ditimbang bulan lalu
4) Menghitung persentase balita yang naik berat badannya.
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11. Cakupan Balita Ditimbang yang Tidak Naik Berat Badannya Dua Kali
Berturut-Turut (2T /D)
a. Latar Belakang

Balita yang tidak naik berat badannya selama 2 bulan berturut

turut harus segera dirujuk ke puskesmas untuk mendapat

pemeriksaan lanjut. Setelah diketahui penyebabnya maka tenaga
kesehatan akan memberikan intervensi yang sesuai.
b. Definisi Operasional

1) Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59
bulan 29 hari)

2) Balita ditimbang (D) adalah anak umur 0-59 bulan 29 hari
yang ditimbang diseluruh Posyandu yang melapor di suatu
wilayah pada periode tertentu.

3) Balita tidak ditimbang bulan lalu (O) adalah balita yang tidak
memiliki catatan hasil penimbangan bulan lalu

4) Balita baru (B) adalah balita yang baru datang ke posyandu
dan tidak terdaftar sebelumnya.

5) Tidak naik berat badannya (T) adalah hasil penimbangan
berat badan dengan grafik berat badan mendatar atau
menurun memotong garis pertumbuhan dibawahnya atau
kenaikan berat badan kurang dari kenaikan berat badan
minimum.

7) Balita 2T adalah balita tidak naik berat badannya dua kali
berturut-turut dalam 2 bulan.

6) Persentase balita 2T adalah jumlah balita 2T terhadap
jumlah balita yang ditimbang dikurangi balita tidak
ditimbang bulan lalu dan balita baru dikali 100%.

c. Ukuran Indikator

Masalah balita yang tidak naik berat badannya 2 kali berturut-

turut dinilai rendah apabila persentase dibawah target

Rumus:

Persentase Jumlah balita tidak naik berat badannya 2
balita tidak kali berturut-turut

o x 100%
naik Berat Jumlah seluruh balita yang ditimbang -

badannya (balita tidak ditimbang bulan lalu + balita
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baru)

Sumber Data

Sistem Informasi Posyandu (SIP), register penimbangan, kohort

bayi, kohort balita dan anak prasekolah, Buku KIA

Frekuensi Laporan

Setiap bulan

Alat dan Bahan

Formulir monitoring dan evaluasi

Mekanisme pelaporan

1) Mencatat seluruh sasaran balita yang ditimbang

2) Mencatat balita yang tidak naik berat badannya 2 kali
berturut-turut dibandingkan dengan penimbangan bulan
lalu

3) Mencatat jumlah balita baru dan balita yang tidak ditimbang
bulan lalu

4) Menghitung jumlah balita yang ditimbang bulan ini
dikurangi balita baru dan balita yang tidak ditimbang bulan
lalu

5) Menghitung persentase balita yang tidak naik berat
badannya 2 kali berturut-turut
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12. Cakupan balita 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A

a.

Latar Belakang

Vitamin A merupakan zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh

tubuh dan asupan vitamin A dari makanan sehari-hari umumnya

masih kurang. Kekurangan Vitamin A (KVA) di dalam tubuh yang

berlangsung lama menimbulkan berbagai masalah kesehatan

yang berdampak pada meningkatnya risiko kesakitan dan

kematian. Mempertahankan status vitamin A pada bayi dan anak

balita dapat mengurangi masalah kesehatan masyarakat seperti

kecacingan dan campak.

Definisi Operasional

1) Bayi umur 6-11 bulan adalahbayi umur 6-11 bulan yang ada
di suatu wilayah kabupaten/kota

2) Balita umur 12-59 bulan adalah balita umur 12-59 bulan
yang ada di suatu wilayah kabupaten /kota

3) Balita 6-59 bulanadalah balita umur 6-59 bulan yang ada di
suatu wilayah kabupaten /kota

4) Kapsul vitamin Aadalahkapsul yang mengandung vitamin A
dosis tinggi, yaitu 100.000 Satuan Internasional (SI) untuk
bayi umur 6-11 bulan dan 200.000 SI untuk anak balita 12-
59 bulan

5) Persentase balita mendapat kapsul vitamin Aadalah jumlah
bayi 6-11 bulan ditambah jumlah balita 12-59 bulan yang
mendapat 1 (satu) kapsul vitamin A pada periode 6 (enam)
bulan terhadap jumlah seluruh balita 6-59 bulan dikali
100%.

Ukuran indikator:

Kinerja dinilai baik jika persentase balita 6-59 bulan mendapat

Vitamin A sesuai target

Rumus:

Persentase Balita 6-59 Jumlah bayi 6-11 bulan + balita 12-59

Bulan Mendapat = bulan yang mendapat kapsul vitamin A x 100%
Kapsul Vitamin A Jumlah balita 6-59 bulan
Sumber data:

Laporan pemberian kapsul Vitamin A untuk balita pada bulan
Februari dan Agustus, serta laporan LB3 SP2TP
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e. Frekuensi laporan:
Setiap 6 bulan (bulan Februari dan Agustus)
Data tahunan menggabungkan data cakupan bayi umur 6 - 11
bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan Agustus,
sedangkan data cakupan balita umur 12 - 59 bulan yang
mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

f.  Alat dan Bahan:
Formulir pencatatan pendistribusian kapsul Vitamin A dan
formulir laporan yang sudah ada.

g.  Mekanisme pelaporan
1) Mencatat balita yang mendapat Vitamin A
2) Merekap balita yang menerima Vitamin A berdasarkan

kelompok umur

3) Menghitung persentase balita yang mendapat vitamin

13. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A
a. Latar belakang

Ibu nifas membutuhkan vitamin A karena pada saat proses

melahirkan telah kehilangan sejumlah darah sehingga berisiko

mengalami kekurangan vitamin A. Pemberian vitamin A dapat

membantu menurunkan angka kematian pada ibu dan bayi,

mengurangi penyakit infeksi paska persalinan, mempercepat

proses pemulihan dan mencegah anemia.

b. Definisi Operasional

1) Ibu nifas adalah ibu baru melahirkan sampai hari ke-42.

2) Ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A adalah ibu nifas
mendapat 2 kapsul vitamin A, satu kapsul diberikan segera
setelah melahirkan dan kapsul kedua diberikan minimal 24
jam setelah pemberian pertama.

3) Kapsul Vitamin A untuk ibu nifas adalah kapsul yang
mengandung vitamin A dosis 200.000 Satuan Internasional
(SI).

4) Persentase ibu nifas mendapat mendapat kapsul vitamin A
adalah jumlah ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A
terhadap jumlah ibu nifas yang ada dikali 100%.
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c. Ukuran Indikator
Kinerja dinilai baik jika presentase ibu nifas mendapat dua
kapsul vitamin A sesuai target. Persentase ibu nifas mendapat
kapsul Vitamin A
Rumus:
Persentase Ibu
Jumlah Ibu nifas dapat kapsul vit. A

nifas dapat kapsul = x 100%
S Jumlah seluruh ibu nifas

d. Sumber Data
Laporan Monitoring Puskesmas: LB 3 Ibu/Gizi (SP2TP)
e. Data yang dikumpulkan
Jumlah ibu nifas yang ada di wilayah tertentu, jumlah ibu nifas
yang mendapat kapsul vitamin A
f.  Frekuensi Laporan
Setiap bulan
g. Mekanisme pelaporan
1) Mencatat seluruh ibu nifas
2) Mencatat ibu nifas yang saat bersalin mendapat Vitamin A
dan jumlah vitamin A yang didapat
3) Menghitung persentase ibu nifas yang mendapat vitamin A

14. Cakupan Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beriodium
a. Latar belakang
Zat jodium berfungsi untuk membantu tubuh memproduksi
hormon  tiroid. @ Hormone  tiroid  berfungsi  mengatur
keberlangsungan proses metabolisme tubuh dan fungsi organ
lainnya. Umumnya asupan makanan sumber iodium di
masyarakat masih rendah, sehingga untuk mencegah defisiensi
iodium, WHO menganjurkan fortifikasi pada garam yang
digunakan untuk bumbu masakan di rumah tangga.
b. Definisi Operasional
1) Garam konsumsi beriodium adalah produk bahan makanan
yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dengan
penambahan Kalium lodat(KIO3).
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2) Alat Tes Cepat Garam Beriodium (larutan uji garam
beriodium) adalah larutan yang digunakan untuk menguji
kandungan lodium dalam garam secara kualitatif yang dapat
membedakan ada/tidaknya lodium dalam garam melalui
perubahan warna menjadi ungu.

3) Rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium adalah
seluruh anggota rumah tangga yang mengonsumsi garam
beriodium.

4) Persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam
beriodium adalah jumlah rumah tangga yang mengonsumsi
garam beriodium terhadap jumlah seluruh rumah tangga
yang diperiksa dikali 100%.

c. Ukuran Indikator

Kinerja dinilai baik, jika persentase rumah tangga mengonsumsi

garam beriodium sesuai target.

Rumus:

Jumlah rumah tangga yang
mengonsumsi garam beriodium

mengonsumesi garam = x 100%

Jumlah rumah tangga yang
beriodium
diperiksa

Persentase rumah tangga

d. Unit Pengamatan
Rumah tangga
e. Sumber Data
Hasil pemantauan konsumsi garam beriodium
f.  Unit analisis:
Kabupaten /Kota
g.  Metode:
Pemeriksaan garam dengan menggunakan alat tes cepat garam
beriodium yang dilakukan di rumah tangga.
h. Frekuensi Pelaporan
Minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Dilaporkan pada bulan
Februari atau Agustus menggunakan formulir F6 (6 bulanan)
i.  Sumber data:
Hasil pemantauan konsumsi garam beriodium
j.  Alat dan Bahan:
1) SNI 3556: 2010 tentang garam konsumsi beriodium
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2) Buku pedoman pelaksanaan pemantauan garam beriodium
di tingkat masyarakat (Direktorat Gizi Masyarakat, 2010),
larutan uji garam beriodium, formulir survei dan format

pelaporan

15. Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
a. Latar Belakang

Gizi buruk secara langsung disebabkan karena kekurangan

asupan dan adanya penyakit infeksi. Gizi buruk yang

berlangsung lama akan menyebabkan gangguan pertumbuhan
dan perkembangan anak. Berdasarkan Permenkes Nomor

347 /Menkes/IV/2008 semakin aktif surveilans gizi, maka

semakin banyak kasus yang ditemukan dan dirujuk, karena

setiap gizi buruk yang ditemukan harus segera mendapat
perawatan. Indikator ini untuk melihat kinerja akses pelayanan
kesehatan.

b. Definisi Operasional

1) Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun (0-59
bulan 29 hari).

2) Kasus balita gizi burukadalah balita dengan tanda klinis gizi
buruk dan atau indeks Berat Badan menurut Panjang Badan
(BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)
dengan nilai Z-score kurang dari-3 SD.

3) Kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah
balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di
fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat sesuai dengan
tata laksana gizi buruk.

4) Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan
adalah jumlah kasus balita gizi buruk yang mendapat
perawatan terhadap jumlah kasus balita gizi buruk yang
ditemukan di suatu wilayah pada periode tertentu dikali
100%.

c. Ukuran Indikator

Kinerja penanganan kasus balita gizi buruk dinilai baik jika

seluruh balita gizi buruk yang ditemukan mendapat perawatan.
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Rumus:
Persentase Kasus Jumlah kasus balita gizi buruk yang
balita Gizi Buruk - mendapat perawatan di suatu wilayah
yang Mendapat B Jumlah kasus balita gizi buruk yang
Perawatan ditemukan di suatu wilayah

x 100%

d. Sumber Data/Informasi
1) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas
2) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Dinkes Kabupaten /Kota
3) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit
e. Data yang dikumpulkan
1) Jumlah kasus balita gizi buruk yang baru ditemukan pada
bulan ini
2) Jumlah kasus balita gizi buruk baru ditemukan yang dirawat
bulan ini baik rawat jalan atau rawat inap
3) Jumlah kasus balita gizi buruk baru ditemukan yang
membaik atau sembuh
4) Jumlah kasus balita gizi buruk baru ditemukan yang
meninggal

Kasus balita gizi buruk membaik adalah apabila kasus gizi buruk
yvang dirawat menunjukkan perbaikan ke arah peningkatan status
gizi berdasarkan indeks BB/PB atau BB/TB dari nilai Z-score <-

3SD menjadi z-3SD, nafsu makan baik dan/atau berkurangnya
tanda klinis dan komplikasi gizi buruk

Kasus balita gizi buruk sembuh adalah apabila kasus gizi buruk
vang dirawat menunjukkan perbaikan ke arah peningkatan status
gizi berdasarkan indeks BB/PB atau BB/TB dari nilai Z-score <-
3SD menjadi >-2 SD dan tidak ada gejala klinis gizi buruk

f.  Frekuensi Pengamatan
Setiap saat termasuk hasil investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB)
gizi buruk
g Frekuensi Laporan
Laporan kasus setiap saat dan rekapitulasi dilakukan setiap
bulan
h. Alat dan Bahan
1) Timbangan berat badan
2) Alat ukur panjang badan dan tinggi badan
3) Tabel indeks BB/PB atau BB/TB sesuai jenis kelamin
berdasarkan Standar Antropometri Penilaian Status Gizi
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Anak (Kepmenkes Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010
tanggal 30 Desember 2010 tentang Standar Antropometri
Penilaian Status Gizi Anak)

4) Bagan Tatalaksana Gizi Buruk (Buku I)

5) Petunjuk Teknis Tatalaksana Anak Gizi Buruk (Buku II)

6) Pedoman Pelayanan Anak Gizi Buruk

Mekanisme Pelaporan

1) Mencatat kasus gizi buruk yang ditemukan baik di
puskesmas, posyandu maupun laporan masyarakat
kemudian dilakukan konfirmasi oleh puskesmas

2) Kasus gizi buruk yang ditemukan segera ditangani dengan
jenis perawatan yang sesuai atau dirujuk

3) Mencatat kasus balita yang ditangani/dirawat tersebut

4) Kasus yang dilaporkan pada bulan Januari adalah kasus
yang ditemukan pada bulan tersebut, sehingga kasus yang
ditemukan pada bulan lalu (Desember tahun sebelumnya)
tidak dilaporkan kembali. Namun tetap ada dalam catatan
penanganan kasus.

5) Menghitung persentase kasus balita gizi buruk yang
mendapat perawatan terhadap kasus gizi buruk yang
ditemukan

Contoh pencatatan rekapitulasi kasus balita gizi buruk. Laporan
kasus balita gizi buruk dari Puskesmas Sukmajaya tahun 2018
sebagai berikut:

e Bulan Januari ditemukan ada 8 kasus, dan hanya 3 kasus
yvang mendapat perawatan.

e Bulan Februari ada 5 kasus dan ada 6 kasus yang mendapat
perawatan. Kasus meninggal pada bulan ini ada 1 orang dan
kasus yang membaik ada 1 orang

e Bulan Maret tidak ada kasus yang ditemukan namun ada 2
kasus yang mendapat perawatan dan ada 2 kasus membaik

e Bulan April ditemukan ada 2 kasus dan ada 4 kasus
mendapat perawatan

e Bulan Mei tidak ditemukan kasus namun ada 1 kasus
meninggal dan ada 2 kasus membaik

www.peraturan.go.id



2019, No. 699 56

e  Bulan Juni tidak ada kasus ditemukan namun ada 3 kasus
membaik

e Bulan Juli ada 3 kasus ditemukan dan ada 2 kasus yang
mendapat perawatan. sebanyak 5 kasus membaik

e Bulan Agustus ada 2 kasus ditemukan dan ada 3 kasus yang
mendapat perawatan. Sebanyak 2 kasus membaik

e Bulan September ada 1 kasus ditemukan dan langsung
mendapat perawatan. Bulan ini ada 1 kasus meninggal

e Bulan Oktober ada 2 kasus ditemukan dan 1 kasus
mendapat perawatan. Sebanyak 2 kasus membaik

e Bulan November ada 4 kasus dan 2 kasus mendapat
perawatan. Sebanyak 3 kasus membaik

e Bulan Desember ada 1 kasus dan ada 2 kasus yang
mendapat perawatan. Bulan ini ada 1 kasus meninggal

Contoh rekapitulasi dari bulan Januari sampai Desember

tahun 2018 dan persentase kasus balita gizi buruk yang
mendapat perawatan adalah sebagai berikut:
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Tabel 10:
Contaly Rekupltulast Laporan Knaus Gigt Buruk Puakesmsas Sukmupaya Talin 2018

TS 3
i | " | — L -.- o | —
~~=~— -- __ ~.=_
= [ e =l e e e
- - - - -

—E
— -I
T — — ~
L - | -
“ - B i S e
ICoT)
| oot
] ——
- — - - —
—
M
| —
- - L B el B -
Kesimpislan
1. Kasus balits gzt buruk yang ditemskan selama tahun 2018 sebanyak 28 kasus dan yang fapat per b k 20
kamin (92.85%)

Dart seluruh ksaun gia bundk yang ditemuban sebanyak 20 kosus membaik dan 4 kasus meninggal sedanghan losus
latnnys belum & per
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Keberhasilan dalam pelaksanaan teknis surveilans gizi di suatu wilayah dapat
dipantau dan dievaluasi berdasarkan:
1. Indikator Input
a. Adanya tenaga manajemen data gizi yang meliputi pengumpul
data dari laporan rutin atau survei khusus, pengolah dan analis
data serta penyaji informasi
b. Tersedianya instrumen pengumpulan dan pengolahan data
c. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan data
d. Tersedianya biaya operasional surveilans gizi

2. Indikator Proses
a. Adanya proses pengumpulan data
b. Adanya proses analisis data
c. Adanya tindakan berdasarkan informasi surveilans (laporan dan
umpan balik, sosialisasi atau advokasi hasil surveilans gizi)

3. Indikator Output
a. Adanya perencanaan berbasis bukti

b. Terlaksananya advokasi kepada pemangku kepentingan
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BAB Il
PELAKSANAAN TEKNIS SURVEILANS GIZI

Konsep Surveilans Gizi

Kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan teknis Surveilans
Gizi yaitu pengkajian (assessment), analisis (analysis) dan respon (action)
yang merupakan suatu siklus. Sistem Surveilans Gizi adalah alat untuk
menghasilkan informasi yang sangat membantu dalam formulasi,
modifikasi dan aplikasi kebijakan gizi disuatu wilayah., Surveilans
mencakup informasi tentang pengaruh pola konsumsi gizi dan status gizi,
oleh karena itu didalam analisis Surveilans Gizi juga membutuhkan
informasi terkait faktor ekonomi, sosial budaya dan biologis.

Gambar 4: Lingkaran 3A Penanggulangan Masalah Gizi
Sumber: World Health Organization (WHO), 2013

Berdasarkan gambar 4 dijelaskan fungsi Surveilans Gizi dalam
menanggulangi masalah gizi ada 3 langkah yaitu pengkajian (assessment),
analisis (analysis) dan respon (action).

1. Assessment atau pengkajian adalah kegiatan pengumpulan dan
pengolahan data mengenai situasi gizi populasi di suatu wilayah.

2. Analysis atau analisis adalah kegiatan menganalisis determinan
masalah gizi termasuk penyebab langsung, tidak langsung dan
mendasar. Analisis ini disajikan dalam bentuk informasi yang
digunakan untuk diseminasi dan advokasi.

3. Action atau respon adalah tindakan yang didasari oleh hasil analisis
dan sumber daya yang tersedia. Hasil analisis menjadi dasar
perumusan kebijakan, pengambil keputusan, dan perencanaan

program.
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B. Penerapan Surveilans Gizi

1.

Peramalan

Implementasi dari hasil Surveilans Gizi diawali dengan sebuah proses

yang dinamakan peramalan. Selanjutnya dilakukan pemantuan, dan

analisis situasi. Peramalan dan pemantauan situasi ini disebut
sebagai Sistem Informasi Dini (SID). Program pangan dan gizi yang
ditetapkan kemudian dilaksanakan sekaligus kewaspadaan

(pemantauan) untuk tindakan segera dan pencegahan memburuknya

situasi. Contoh dari Sistem Informasi Dini (SID):

a. Kegiatan SID berupa pemantauan atas situasi di suatu wilayah
atau kelompok masyarakat dengan menggunakan indikator
pertanian. Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan luas
tanam, luas panen, luas kerusakan lahan pertanian, atau
perubahan jumlah produksi pangan, apakah terjadi adanya
eskalasi perubahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan
pangan atau tidak. Rekomendasi dari kegiatan pemantauan
indikator pertanian ini adalah untuk melakukan pencegahan
apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah.

b. Kegiatan pemantauan pertumbuhan anak balita yang berbasis
data hasil penimbangan bulanan (data SKDN: S = seluruh balita
yang terdaftar, K = balita yang memiliki Buku KIA/Kartu Menuju
Sehat, D = balita yang ditimbang, N = balita yang naik berat
badannya), dengan melakukan konfirmasi. Idealnya, seluruh
balita yang terdaftar memilik KMS, setiap bulan seluruhnya
ditimbang, dan berat badannya naik. Rekomendasinya adalah
informasi untuk pencegahan dan penanggulangan, jika kondisi
ideal tidak tercapai, atau ambang batas yang disepakati tidak
tercapai. Jika didapatkan balita dengan berat badan dibawah
garis merah pada KMS (BGM), perlu dilakukan konfirmasi oleh
petugas puskesmas, dengan menggunakan indeks berat badan
menurut tinggi badan (BB/TB). Hal ini untuk menentukan
apakah kasus tersebut termasuk kategori gizi buruk yang perlu
dirawat atau tidak.

c. Pemantauan indikator sosial ekonomi didasarkan kepada
laporan regular instansi terkait, dengan melakukan konfirmasi.
Indikator yang dapat dikumpulkan antara lain adalah
perubahan tingkat dava beli masyarakat, khususnya untuk
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bahan pangan. Rekomendasinya adalah informasi dan langkah-
langkah alternatif untuk penanggulangan.
d. Pemantauan indikator lokal seperti kasus gizi buruk pada balita
dan kelaparan dengan melakukan konfirmasi. Untuk indikator
kemiskinan, kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan
konsumsi makanan rumah tangga, apakah terjadi penurunan
tingkat asupan gizi atau perubahan pola makan masyarakat
setempat. Frekuensi makan juga dapat dijadikan sebagai
indikator pemantauan sebagai indikator lokal. Rekomendasinya

adalah informasi untuk penanggulangan.

Secara diagramatik kegiatan peramalan serta penerapan sistem

informasi dini, dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.

e [TTTTTTTIT] ':-«"'“-.:::?-

B TITTITIN ;e

SEE T e

S TTTUTTTIT]] s
Gambar 5:

Diagram Pelaksanaan Sistem Informasi Dini dalam Surveilans Gizi
Sumber: Abas Basuni Jahari

Pemantauan/Peramalan situas! pangan dan gizt dan
faktor-faktor yang berkatan (SID) e

?llllllllllll

¥ewaspadaan untuk Tindakan segera
pencegahan keadaan
Analigis sm":ﬂw
gtuasl pangan
dan Gizi dan Gz
Implementas! Program
l Pangan dan Gizi l
Dan Dan
Faktor penyebsh — KeDijakan g‘“ Perencanzan Faktor penyedab
Pangan dan Gizi,
dan Evaluas!
Gambar 6:

Diagram Sistem Informasi Dini dalam Implementasi Surveilans Gizi
Sumber: Abas Basuni Jahari
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Dalam gambar 6 di atas ditunjukan keterkaitan antara kegiatan
analisis situasi pangan dan gizi dan kegiatan pemantauan/peramalan
status gizi dan pemanfaatan informasinya untuk perumusan
kebijakan, perencanaan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi
masyarakat yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Hasil
analisis situasi pangan dan gizi dijadikan dasar untuk merumuskan
kebijakan, perencanaan, dan evaluasi upaya perbaikan gizi.
Selanjutnya dalam penerapan kebijakan dan upaya perbaikan gizi
dilakukan pengawalan oleh kegiatan pemantauan status gizi agar
indikasi akan terjadinya masalah gizi dapat segera dideteksi dan
ditanggulangi. Dengan demikian upaya perbaikan gizi masyarakat
dapat dikelola lebih baik sehingga keadaan gizi masyarakat pada
waktu-waktu berikutnya akan menjadi lebih baik.

2. Analisis Situasi
a. Diagram Analisis
Analisis situasi pangan dan gizi serta faktor-faktor penyebabnya,
merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi
hasil Surveilans Gizi di suatu wilayah. Hasil analisis digunakan
sebagai bahan rekomendasi untuk kebijakan dan perencanaan
serta evaluasi program pangan dan gizi. Hasil analisis situasi
bisa berupa Peta Masalah, Grafik, atau Tabel Angka.

Pada akhir tahun berjalan, dilakukan kembali analisis situasi
pangan dan gizi serta faktor-faktor penyebabnya dengan
mengpunakan data yang tersedia selama kurun waktu tahun
berjalan tersebut. Hasil analisis dijadikan bahan rekomendasi
untuk penyesuaian kebijakan dan perencanaan ulang program
pangan dan gizi periode selanjutnya. Demikian seterusnya,
proses ini  berulang-ulang merupakan siklus yang
berkesinambungan dan seakan tanpa batas.
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6. Daya bell keluarga 2, Harga pangan —— 1. Ketersediaan pangan
I -4 < by di masyarakat -I
5. Pendapatan 7. Ketersediaan pangan keluarga g
- i g
5 \ + | &
§ i Asupan zat gizi = I
B = ik =
ﬁ.—- g% STATUS GIZI § g
£ @ 5 g
o . Penyakit Infeksi
&
9. Kebersihan Iingkungan, 10. Aksas|ke pelayanan i,’
higien= perorangan ( tan B
l_a. Pola Asuh/perilal \ '§
Perawatan

kesehatan

anggota keluarga
Gambar 7:
Diagram Analisis Situasi Pangan dan Gizi

Penyajian Hasil Analisis

Sesuai dengan tujuan Surveilans Gizi, maka analisis data harus

dapat menyediakan informasi tentang:

a) Besaran masalah saat ini, baik yang terkait dengan
pengelolaan program gizi (indikator input dan proses)

b) Besaran masalah yang terkait dengan indikator output dari
pengelolaan program gizi

c) Besaran masalah yang terkait dengan outcome (indikator
status gizi)

d) Kecenderungan (frend) dari indikator-indikator tersebut
pada poin a, b, dan c

e) Analisis hubungan berbagai situasi

f)  Analisis situasi masalah gizi untuk memahami karakteristik
permasalahannya dan faktor-faktor atau penyebab yang
terkait

Hasil-hasil dari analisis tersebut di atas harus disajikan dalam
bentuk:
(1) Laporan atau publikasi rutin
{2) Peta besaran masalah
(3) Grafik yang menggambarkan kecenderungan dari
indikator-indikator yang dipantau secara rutin dan

teratur
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Penyajian informasi Surveilans Gizi dapat dilakukan di tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan
pusat. Berikut ini adalah contoh penyajian informasi Surveilans
Gizi terkait dengan besaran masalah.

2) Peta prevalensi masalah gizi balita
Contoh penyajian hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 8,
yang menyajikan situasi keadaan gizi balita di Kabupaten Bogor.
Pada peta tersebut tampak gradasi warna sebagai tanda besaran
masalah dan tingkat prioritas upaya penanggulangannya.
Terdapat empat tingkat prioritas masalah dengan pembedaan
warna, yaitu: warna abu-abu sebagai tingkat prioritas tertinggi,
vang pada kasus ini meliputi empat kecamatan. Sedangkan
prioritas tingkat kedua meliputi delapan kecamatan di wilayah
selatan yang ditandai oleh warna merah. Penggunaan gradasi

warna bisa menggunakan piranti lunak khusus atau manual.

Dengan memanfaatkan gradasi warna sebagai gambaran tingkat
prioritas, maka pemerintah maupun lembaga terkait, dapat
segera mengambil langkah-langkah alternatif penanganan

01 Nanggung O Dramage 11 Clamt WS e N Re Sunger 3 Ciguteg

Q) Levwearng OT Capmas 12 Ciswrva 17 Cantp u::: :"m 2.5 Jeys

03 Parienan R Temen Sart 13 My Mendung 18 Jengget D Conong M Caseng 1) Jasings

04 Cawngbuang 09 Chena 4 B 18 Cheungsi 4 Bg Gedw  2.GnSnds M Tenp

08 Clampen 10 Caringies 15,50 Madarg 20 100 MANQOF 34 Kemang X0 Mumpn M Pr Pariang
Gambar 8:

Peta Keadaan Gizi Balita di Kabupaten Bogor Tahun 2018
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Grafik kecenderungan masalah gizi balita

Gambaran masalah gizi juga dapat ditampilkan berupa grafik
berdasarkan periode waktu, baik periode bulanan, tahunan,
maupun periode tertentu sesuai dengan kebutuhan program.
Gambar 9 dibawah ini menunjukkan kecenderungan angka
prevalensi masalah gizi balita.
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Gambar 9:

Grafik Prevalensi Pendek dan Sangat Pendek pada Balita

di Kabupaten Bandung Barat

Situasi kecenderungan masalah gizi dapat dibuat berdasarkan
kategori status gizi, yaitu balita gizi kurang, balita pendek, dan
balita kurus. Contoh kecenderungan seperti itu dapat dilihat pada
Gambar 9, yang menampilkan data hasil Pemantauan Status Gizi
tahun 2014-2017.

Pada gambar 10 disajikan contoh grafik perkembangan persentase
balita ditimbang yang naik berat badannya {N/D) di Posyandu.

“ND

g 85283823z

Jam Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aps Sep Okt Nev Des

Gambar 10:

Grafik Persentase Balita yang Naik Berat Badan hasil

2019, No.

699
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Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu
Pada gambar 11 disajikan contoh grafik kecenderungan persentase

partisipasi balita datang ke Posyandu (D/S).

" DS

2 &8 88 3 8 8

Jin Feh Mar Ape Mei Jen Jul Ap Sep Okt Nex Des

Gambar 11:
Grafik Partisipasi pada Kegiatan Penimbangan Bulanan di Posyandu

C. Tahap Pelaksanaan Teknis

Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi ditujukan kepada seluruh kelompok
umur dalam siklus kehidupan, yaitu Anak Sekolah dan Remaja, WUS
(Wanita Usia Subur), Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu Menyusui, Bayi, Balita,
Dewasa, dan Lanjut Usia.

Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi dilakukan mulai dari Posyandu,
Puskesmas, kabupaten /kota, provinsi dan pusat. Tahapan Surveilans Gizi
meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data dan diseminasi
informasi serta pemanfaatan data dengan alur seperti terlihat pada
gambar 12.

1. Peagolahan dan Arakus
day

+ SKDN DS, ND 1)

* Status Giny

+ Cabupar program

3 Penyaion data ¥ tabulas,
gl, peta

Gambar 12:
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Tahapan Surveilans Gizi
Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi di Posyandu

Kegiatan Surveilans Gizi di Posyandu dilakukan oleh tenaga kesehatan di
Puskesmas dengan melibatkan kader dalam pengumpulan, pengolahan
dan analisis data serta diseminasi.

a. Pengumpulan Data

1) Pencatatan hasil pelayanan di Posyandu melalui format yang
tersedia yang disepakati oleh masing-masing daerah.

2) Pengisian data pada Buku KIA sesuai dengan pelayanan yang
dilakukan seperti catatan kesehatan ibu hamil, catatan
penimbangan, pengukuran panjang badan/tinggi badan, catatan
imunisasi, catatan pemberian vitamin A, catatan nasehat
pemenuhan gizi (IMD, ASI Eksklusif, PMBA) dan pemberian
penyakit, catatan penyakit dan masalah pertumbuhan-
perkembangan.

3) Dapat melakukan entry data hasil penimbangan kedalam
aplikasi ePPGBM sesuai buku pedoman.

b. Pengolahan dan Analisis Data

1) Rekapitulasi data hasil penimbangan yang meliputi data jumlah
sasaran balita (S), jumlah balita mempunyai buku KIA/KMS (K],
jumlah balita ditimbang (D), jumlah balita naik berat badannya
(N), jumlah balita baru (B) dan balita yang tidak ditimbang bulan
lalu (O) serta balita yang tidak naik berat badannya (2T).

2) Rekapitulasi data hasil pengukuran tinggi badan/panjang
badan. Dalam upaya early warning, kader dapat dilatih untuk
mengukur tinggi badan/panjang badan. Bila ada kelainan,
dirujuk ke tenaga kesehatan.

3) Rekapitulasi hasil pelayanan gizi lainnya (balita mendapat
vitamin A, ibu hamil mendapat TTD) dan perkembangan balita.

4) Menyediakan informasi kegiatan lain seperti pemberian
makanan tambahan pada balita dan ibu hamil.

5) Membuat rekapan SKDN hasil penimbangan setiap bulan.
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Tabel 11:
Contoh Rekapan SKDN di Posyandu X Bulan Maret Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 Sasaran Balita (S) 100
Jumlah balita ditimbang (D) 90
Jumlah balita punya buku KIA/KMS (K) 98
Jumlah balita baru (B) 2

Jumlah balita tidak ditimbang bulan lalu (O)
Jumlah balita naik berat badannya (N) 70
Jumlah balita tidak naik berat badannya (T)

N o B O] B W W

Jumlah balita tidak naik 2 kali berat 6
badannya (2T)

e Dari 100 balita di posyandu X, masih ada sebanyak 2 balita
yang belum mempunyai buku KIA/KMS. 2 balita tersebut
merupakan balita yang baru saja ditimbang di posyandu
tersebut.

» Hanya ada 90 balita yang ditimbang pada bulan Maret dan
yang naik berat badannya sebanyak 70 balita dengan 2
balita baru ditimbang bulan ini dan 5 balita tidak ditimbang
bulan lalu.

e  Balita yang tidak naik 2 kali berat badannya ada 13 anak,
terdiri dari 7 balita tidak naik dibandingkan bulan lalu dan
6 anak tidak naik 2 bulan berturut-turut. Namun
seluruhnya sudah dirujuk ke puskesmas.

c. Diseminasi
1) Menyampaikan hasil kegiatan di Posyandu kepada kepala desa
tembusan kepada kepala Puskesmas.
2) Diseminasi hasil surveilans gizi pada Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Desa.

Setelah dilakukan tahapan pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di
Posyandu, selanjutnya dapat dilakukan tindak lanjut antara lain:
a. Bersama tokoh masyarakat desa mengupayakan agar masyarakat
mau berpartisipasi ke Posyandu.
b. Kader wajib merujuk anak balita yang tidak naik berat badannya ke

Puskesmas.
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c. Kader melakukan kunjungan rumah (sweeping) ke rumah tangga
balita yang tidak hadir di Posyandu untuk menimbang sekaligus
mengedukasi ibu balita tentang pentingnya melakukan pemantauan
pertumbuhan setiap bulan dan pemantauan perkembangan setiap 3
atau 6 bulan (sesuai umur balita); serta melakukan investigasi
kondisi keluarga tersebut didampingi oleh bidan di desa atau tenaga

kesehatan Puskesmas.

Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi di Puskesmas
a. Pengumpulan Data
1) Pencatatan hasil pelayanan gizi di wilayah kerja Puskesmas
(dalam dan luar gedung).
2) Rekapitulasi hasil penimbangan, pengukuran panjang
badan/tinggi badan dan data lain (IMD, ASI Eksklusif, Vitamin
A, TTD ibu hamil, TTD rematri) dari desa/kelurahan.
3) Memastikan ketersediaan suplementasi gizi.
4) Sinkronisasi data dengan pengelola Program Indonesia Sehat
Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan pengelola data program lain
di puskesmas.
5) Melakukan entry data hasil penimbangan dan pengukuran
kedalam aplikasi ePPGBM sesuai buku pedoman.

b. Pengolahan dan Analisis Data
1) Membuat grafik persentase D/S, K/S, N/D dan 2T/D menurut
desa/kelurahan setiap bulan seperti pada gambar 13.

150

g % g
"3
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Gambar 13:
Contoh Grafik Analisis SKDN Menurut Desa di Puskesmas Y,
Bulan Maret Tahun 2017
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e Cakupan D/S tertinggi di Desa A sedangkan yang terendah
di Desa D. Di Desa D, ada beberapa rumah tangga yang
sulit untuk akses ke Posyandu. Di Desa C sebagian besar
ibu tidak ada waktu membawa anaknya ke posyandu
karena harus bekerja ke ladang.

e Di Desa C masih banyak yang belum mempunyai buku
KIA/KMS.

¢  Balita yang naik berat badannya di Desa D ada 80% namun
hanya berasal dari 70% balita yang ditimbang.

e  Balita yang tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut
terbanyak di Desa B dan Desa D.

2) Melakukan analisis data indikator kinerja gizi dengan
menghubungkan indikator yang saling terkait, baik antar
indikator gizi maupun indikator gizi dengan indikator program
lain yang menjadi faktor risiko terjadinya masalah gizi seperti
kejadian diare, campak dan kecacingan yang disajikan dengan
membandingkan antar waktu dan antar tempat menurut
desa/kelurahan.

3) Melakukan konfirmasi data hasil kegiatan Posyandu/desa.

c. Diseminasi

1) Kepala Puskesmas melakukan advokasi/umpan balik hasil
surveilans gizi kepada kepala desa/lurah/kepala distrik, serta
melaporkan ke kepala dinas kesehatan.

2) Kepala Puskesmas menyampaikan analisis hasil Surveilans Gizi
kepada kepala desa/lurah dan camat melalui lokakarya mini
triwulan serta pada Musrenbang kecamatan, sebagai kesimpulan
hasil lokakarya mini bulanan.

Setelah dilakukan tahapan pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di
Puskesmas, selanjutnya dapat dilakukan tindak lanjut antara lain:
a. Pengelola gizi melakukan koordinasi dengan program lain, bidan di

desa, kader dan aparat desa untuk:

1) Meningkatkan partisipasi masyarakat ke Posyandu

2) Pemenuhan suplementasi gizi di Posyandu/desa

3) Pendampingan pada wilayah dengan D/S dan N/D rendah

4) Edukasi gizi
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b. Pengelola Program Gizi melakukan tindakan/respon cepat pada
kasus rujukan balita tidak naik berat badannya atau balita yang
mempunyai gejala klinis gizi buruk hasil laporan dari posyandu
maupun masyarakat sesual tugas pokok dan kemampuan
puskesmas.

c. Melakukan penyelidikan epidemiologis apabila ditemukan balita
dengan kasus gizi buruk.

d. Pengelola gizi melaporkan hasil Surveilans Gizi kepada kepala
Puskesmas dan pengelola program lainnya.

e. Puskesmas dibawah koordinasi camat/lurah melakukan intervensi di
posyandu/desa/kelurahan, untuk menanggulangi masalah yang
ditemukan berdasarkan analisis data Surveilans Gizi.

f. Perumusan kembali/penyesuaian kebijakan program yang sedang
berjalan, diarahkan kepada upaya penanggulangan masalah yang
ditemukan.

g. Membuat perencanaan intervensi untuk tahun anggaran berikutnya
berdasarkan hasil Surveilans Gizi, melalui dana desa dan BOK.

h. Melakukan monitoring dan evaluasi Surveilans Gizi berbasis jaringan
melalui Sigizi Terpadu.

Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengumpulan Data

1) Rekapitulasi data Surveilans Gizi dari seluruh Puskesmas dan
kecamatan di wilayah kerjanya pada periode waktu tertentu
sesuai tujuan surveilans.

2) Melakukan sinkronisasi data dengan pengelola PIS-PK,
penanggung jawab data dan informasi serta penanggungjawab
program terkait di dinas kesehatan.

3) Kepala dinas kesehatan melakukan koordinasi dengan lintas
sektor untuk melengkapi data dan informasi terkait dengan
masalah, seperti luas tanam, luas panen, produksi, gagal panen,
dan lain-lain.

b. Pengolahan dan Analisis Data

1) Melakukan pemetaan situasi gizi untuk melihat gambaran
situasi antar wilayah baik periode bulanan, triwulan, semesteran
maupun tahunan, sehingga dapat menggambarkan besaran
masalah gizi di kabupaten/kota tersebut.
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 Mentari 1 70 ' 60

Tenjolaya 72 76
Karanganyar 84 82
Sukasari 79 60
Cimalaya 64 78
Jatiasri 73 68
Tegalraya 64 65
Sukmajaya 68 84
Mckarsari 80 85
Tirtamulya 80 64
Sukamaju Q0 87
Sampurna 85 68
Tabel 12:

Contoh Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A dan D/S
di Kabupaten X Tahun 2017

Berdasarkan contoh data pada tabel 12, disajikan kuadran antara
indikator persentase D/S dengan cakupan vitamin A, sebagai

berikut:
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Gambar 14:

Contoh Grafik Distribusi Puskesmas menurut Kuadran Pencapaian
D/S terhadap Cakupan Vitamin A Balita di Kabupaten X Tahun
2017

2) Menganalisis faktor risiko terjadinya masalah gizi seperti
prevalensi diare, campak, ISPA, gagal panen, tingkat
kemiskinan, bencana alam, dan lain-lain.
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c. Diseminasi

1) Umpan balik kepada Puskesmas.

2) Diseminasi hasil Surveilans Gizi pada  Musrenbang

kabupaten/kota dan advokasi kepada bupati/walikota.

Setelah dilakukan tahapan pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di
Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya dapat dilakukan tindak lanjut
antara lain:

a. Berdasarkan hasil analisis data Surveilans Gizi, dinas kesehatan
bersama lintas sektor terkait melakukan intervensi penanggulangan
masalah sesuai dengan rekomendasi yang disepakati.

b. Perumusan kembali/penyesuaian kebijakan program yang sedang
berjalan, diarahkan kepada upaya penanggulangan masalah yang
ditemukan.

c. Membuat perencanaan intervensi untuk tahun anggaran berikutnya
berdasarkan hasil Surveilans Gizi, melalui dana APBD, BOK, maupun
DAK.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi Surveilans Gizi berbasis jaringan
melalui sigizi terpadu.

4. Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di Daerah Provinsi
a. Pengumpulan Data

1) Rekapitulasi data Surveilans Gizi dari seluruh dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota pada periode waktu tertentu sesuai
tujuan surveilans.

2) Melakukan sinkronisasi data dengan pengelola PIS-PK,
penanggung jawab data dan informasi serta penanggungjawab
program terkait di dinas kesehatan.

3) Kepala dinas kesehatan melakukan koordinasi dengan lintas
sektor untuk melengkapi data dan informasi terkait dengan
masalah, seperti luas tanam, luas panen, produksi, gagal panen,
penghasilan keluarga, dan lain-lain.

b. Pengolahan dan Analisis Data

1) Melakukan pemetaan situasi gizi untuk melihat gambaran
situasi antar wilayah.

2) Melakukan analisis hubungan faktor penyebab terutama dengan
sektor lain.
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3) Menganalisis faktor risiko terjadinya masalah gizi seperti
prevalensi diare, campak, ISPA, gagal panen, tingkat
kemiskinan, bencana alam, dan lain-lain.

c. Diseminasi

1) Umpan balik kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
dan Puskesmas.

2) Diseminasi hasil surveilans gizi secara berkala kepada lintas
sektor terkait dan melakukan advokasi kepada Gubernur.

Setelah dilakukan tahapan pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di Provinsi,

selanjutnya dapat dilakukan tindak lanjut antara lain:

a. Berdasarkan hasil analisis data Surveilans Gizi, dinas kesehatan
bersama lintas sektor terkait melakukan intervensi penanggulangan
masalah sesuai dengan rekomendasi yang disepakati.

b. Perumusan kembali/penyesuaian kebijakan program yang sedang
berjalan, diarahkan kepada upaya penanggulangan masalah yang
ditemukan.

c. Membuat perencanaan intervensi untuk tahun anggaran berikutnya
berdasarkan hasil surveilans gizi, melalui dana APBD, dana
dekonsentrasi, atau anggaran lain yang tersedia.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi Surveilans Gizi berbasis jaringan
melalui Sigizi Terpadu.

5. Pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di Pusat
a. Pengumpulan Data

1) Kompilasi dan tabulasi data laporan Surveilans Gizi dari seluruh
provinsi.

2) Melakukan sinkronisasi data dengan pengelola PIS-PK, lintas
program terkait, serta Pusat Data dan Informasi Kesehatan.

3) Melakukan koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan dan
Kementerian/Lembaga terkait untuk mengetahui determinan
masalah yang ditemukan (luas tanam, gagal panen, tingkat
pendapatan, pendidikan, dan lain-lain).

b. Pengolahan dan Analisis Data

1) Mengkaji permasalahan gizi di seluruh kabupaten/kota.

2) Memetakan situasi gizi nasional.

3) Menganalisis determinan masalah gizi di daerah.
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4) Melakukan pengolahan dan analisis data dalam bentuk tabel,
grafik dan peta untuk menggambarkan besaran masalah gizi.

5) Melakukan analisis hubungan antara indikator Surveilans Gizi
dengan indikator lain di luar kesehatan.

6) Melakukan sinkronisasi data dengan pengelola program lain dan
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

c. Diseminasi
1) Melakukan umpan balik pencapaian kinerja surveilans gizi

kepada lintas sektor tingkat provinsi dan melakukan advokasi
kepada pimpinan daerah.

2) Melakukan diseminasi hasil surveilans gizi secara reguler
kepada sektor terkait untuk pencegahan timbulnya masalah
baru.

Setelah dilakukan tahapan pelaksanaan teknis Surveilans Gizi di Pusat,

selanjutnya dapat dilakukan tindak lanjut antara lain:

a. Berdasarkan hasil analisis data Surveilans Gizi, Kementerian
Kesehatan bersama lintas sektor terkait melakukan intervensi
penanggulangan masalah sesuai dengan rekomendasi yang
disepakati.

b. Membuat perencanaan intervensi berdasarkan hasil Surveilans Gizi,
untuk tahun anggaran berikutnya melalui sumber dana yang

tersedia.
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BAB IV
SISTEM INFORMASI GIZI

Pelaksanaan teknis surveilans gizi dapat menggunakan sistem informasi
gizi berbasis teknologi informasi yang disebut Sistem Informasi Gizi Terpadu
atau Sigizi Terpadu. Sigizi Terpadu merupakan suatu sistem terintegrasi untuk
menghasilkan informasi status gizi dan kinerja program gizi yang digunakan
untuk mengidentifikasi masalah gizi, serta sebagai bahan pengambilan
keputusan dan kebijakan program gizi masyarakat.

Sigizi Terpadu terdapat beberapa modul yang terbagi berdasarkan tingkat
atau kewenangan pengguna baik di Pusat, Provinsi, Kabu

paten/Kota maupun Puskesmas dan Posyandu. Modul Sigizi Terpadu
terdiri atas:

1. Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM)
ePPGBM adalah modul yang digunakan untuk mencatat data individu
sasaran yang bersumber dari Posyandu secara elektronik. Variabel yang
diinput atau dimasukan ke dalam ePPGBM berupa data identitas, data
penimbangan dan pengukuran serta data kinerja program seperti IMD,
ASI Eksklusif, Vitamin A, Tablet Tambah Darah dan konsumsi makanan
tambahan.

s —

Gambar 15:

Alur Pencatatan dan Pelaporan Gizi melalui ePPGBM

Alur pencatatan dan pelaporan gizi melalui ePPGBM adalah sebagai
berikut:
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a. Pencatatan kegiatan di posyandu di rekapitulasi oleh pengelola
program gizi di puskesmas. Pengelola program gizi puskesmas
melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian data tersebut.
Jika ada yang tidak lengkap dan tidak sesuai Puskesmas melakukan
konfirmasi data kepada Kader Posyandu atau Bidan di desa.
Selanjutnya Puskesmas melakukan entry data masing-masing
sasaran by name by address melalui ePPGBM. Informasi hasil entry
data dapat menjadi bagian pelaporan Puskesmas kepada Dinkes
Kabupaten /Kota.

b. Dinkes Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dan
kesesuaian hasil entry data yang dilakukan oleh puskesmas. Jika ada
yang tidak lengkap dan tidak sesuai Dinkes Kabupaten/Kota
melakukan konfirmasi data kepada pengelola program gizi
puskesmas. Informasi hasil entry data dapat menjadi bagian
pelaporan Dinkes Kabupaten /Kota kepada Dinkes Provinsi.

c. Informasi hasil kegiatan gizi yang dientry melalui aplikasi ePPGBM
dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas, Dinkes Kabupaten/Kota,
Dinkes Provinsi, Pusat, lintas program dan sektor lain.

Laporan Rutin

Laporan rutin adalah modul yang digunakan untuk pelaporan bulanan,
triwulan, semester maupun tahunan yang berupa data agregat yang
diambil dari data individu yang sudah diinput melalui ePPGBM dan
konsumsi makanan tambahan.

Distribusi Makanan Tambahan

Modul distribusi makanan tambahan merupakan modul pencatatan data
ketersediaan PMT sampai tingkat Puskesmas. Modul tersebut juga
digunakan untuk membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) makanan
tambahan baik dari Pusat ke Provinsi maupun sampai ke tingkat
Puskesmas.

Manajemen Data

Modul manajemen data terdiri dari manajemen user yang digunakan
untuk membuat akun di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/kota dan
Puskesmas sesuai dengan kewenangan secara berjenjang, serta
manajemen tabel yang digunakan untuk mengelola wilayah kerja
puskesmas.
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5. ePPGBM Offline
Modul ePPGBM offline digunakan untuk memudahkan dalam entry data
bagi daerah yang tidak dapat mengakses internet.

Penjelasan lebih rinci Sigizi Terpadu, dituangkan dalam buku panduan
Sistem Informasi Gizi Terpadu. Modul dalam Sigizi Terpadu dapat
dikembangkan sesual dengan kebutuhan program.
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BABV
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi ini dimaksudkan sebagai
acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tenaga kesehatan,
Pengelola Program Gizi di dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas
kesehatan daerah provinsi, kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan pemangku
kepentingan/pembuat kebijakan. Dengan adanya Pedoman Pelaksanaan
Teknis Surveilans Gizi ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam
menyelenggarakan Surveilans Gizi terutama menyediakan sumber data dan
informasi secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan, sehingga
permasalahan gizi yang ditemukan dapat segera ditanggulangi oleh
Puskesmas, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan
daerah provinsi.
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